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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG 

Aparatur S1pU Negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya 

manusia memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang mampu memainkan peranan tersebut adalah 

yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan 

perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada 

negara, bermoral dan bermental balk, profesional, sadar akan 

tanggung jawab sebagal pelayan publik, serta mampu menjadi 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu Pemerintah 

memerlukan ASN yang berkarakter, memiliki akuntabilitas, 

nasionalisme yang tinggi, etika publik yang luhur, memiliki komitmen 

mutu, dan anti korupsi. Dalam rangka menciptakan sumber daya ASN 

yang memenuhi nilai-nilai tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan 

sumber daya manusia salah satu caranya melalui pendidikan dan 

pelatihan (dikiat). 

Merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) UU ASN, Calon PNS 

wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses 

pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, 

semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang serta untuk membangun 

dan menginternalisasikan nilai-nilai ANEKA yaltu Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam 

diri seorang ASN dengan memadukan pembelajaran kiasikal dan non 

kiasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga 

memungkinkan calon PNS mampu menginternalisasi, menerapkan, 

dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan 
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(habituasi) di unit organisasi dimana calon PNS bekerja, dan 

diharapkan calon PNS dapat menciptakan Inovasi dan ide gagasan 

yang dapat mempengaruhi dan memberikan nilal tambah bagi 

organinsasi tersebut. Dalam melaksanakan proses habituasi tersebut 

calon PNS juga dituntut untuk dapat membuat rancangan Inovasi 

yang dapat mempengaruhi dan memberikan nilai tambah terhadap 

organisasi. 

Dalam hal mi unit kerja penulis ialah lnspektorat I yang 

merupakan unit pengawasan di Iingkungan Setjen dan BK DFR RI. 

Inspektorat I memiliki 13 orang auditor yang ditugaskan untuk 

melakukan pengawasan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan 

Angka Kreditnya, salah satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, 

diantaranya ialah kegiatan reviu atas laporan keuangan. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun 2015 

tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian 

NegaralLembaga, reviu laporan keuangan ialah kegiatan penelaahan 

atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan 

KIL yang harus dilakukan oleh auditor sebagai Aparat Pengawasan 

Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk 

memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah 

diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga 

untuk menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang berkualitas. 

Penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan oleh pereviu 

merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi 

pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan K/L. Namun dari hasil 

pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan semester I dan 

semester 11 tahun 2017 dan 2018, serta wawancara yang dilakukan 



terhadap auditor inspektorat I, kertas kerja reviu yang disusun dalam 

rangka reviu laporan keuangan belum terdapat keseragaman. Hal mi 

dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi pada saat 

melaksanakan reviu seperti keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan 

waktu, alokasi penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun 

laporan keuangan. Didasarkan pada hal tersebut penulis berniat 

memilih rancangan aktualisasi Optimalisasi Kegiatan Reviu Atas 

Laporan Keuangan Melalui Penyusunan Format Kertas Kerja 

Terstandar Di Lingkungan Inspektorat I Setjen Dan BK DPR RI. 

B. DASARHUKUM 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawal Negeri Sipil; 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2018; 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil; 

Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara No 

PER/220/M. PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional auditor; 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
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Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedomn Reviu Atas 

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesiallo.255 /PMK. 

09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan 

Kementerian Negara! Lembaga. 
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:J III 

PROFIL ORGANISASI 

A. VlSI MISt UNIT KERJA 

Ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 2015 dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahilan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terbentuknya 

Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal setingkat eselon 

I, serta lnspektorat I dan Inspektorat II yang setingkat eselon II, 

merupakan salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan internal 

dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di 

Iingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian. 

VlSI: 

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, 

Akuntabel, dan Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan 

Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

MISI: 

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI; 

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 	Intern 

dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 

Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional 

dan Kompeten. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

fTRUKTUR ORGRflIBASI 

NSPEI(11JR UIAMA 	
UTPMP 

Solyontu Nroha 	 SWEll & RH BPP Al 
Ors 	

Total Jabatan Struktural : 7 

Total Auditor 23  
2 •._. 	2 •._. 	1 

2 •.._.__.-_ 0 •-...-_.. 	0 

Total Pengadmnistrasian: 17 

Gambar 1 Struktur Organisasi 

PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, 

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: 

perumusan dan evaluasi rencana strategis lnspektorat Utama; 

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Inspektorat Utama; 

penyiapan perurnusan kebijakan pengawasan; 

pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya; 

M. 



pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama. 

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan 

Angka Kreditnya, Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, 

pengendalian, dan evaluasi pengawasan. 

Dalam melaksanakan tugas Auditor mempunyal fungsi; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas 

aspek keuangan tertentu; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk 

tujuan tertentu; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan 

evaluasi; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan 

pemantauan; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan 

pengawasan lain; 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka 

membantu 	melaksanakan 	kegiatan 	perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. 
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:L1 :1111 

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. IDENTIFIKASI ISU 

Isu-isu yang ditemukan di lnspektorat I Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI, antara lain sebagal berikut: 

1. Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR RI 

Belum terstandar. 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 

tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah 

satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas-

tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, diantaranya ialah 

kegiatan reviu atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan No. 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas 

Laporan Keuangan Kementrian NegaralLembaga reviu Laporan 

keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi 

dan penyajian Laporan Keuangan K/L oleh auditor Aparat 

Pengawasan Intern Kementerian NegaralLembaga yang 

kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi 

telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Instansi dan Laporan Keuangan K/L telah 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 

upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan 

[K KIL yang berkualitas. 

Dengan penerapan SAP berbasis akrual, komponen laporan 

keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Kementerian 

NegaralLembaga terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 

Neraca, dan Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK). Untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan keuangan 



negara, Laporan Keuangan K/L harus dihasilkan melalul Sistem 

Akuntansi Instansi (SAl), disampaikan secara tepat waktu, disusun 

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan 

harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Reviu 

Laporan Keuangan DPR RI sendiri dilaksanakan tiga kali daJam 

satu tahun anggaran. 

Tujuan reviu atas laporan keuangan sendiri adalah untuk: 

membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan 

penyajianLK KIL; dan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, 

keandalan, dankeabsahan inlormasi LK K/L serta 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai 

dengan SAP kepada Menteri/PimpinanLembaga, 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.255 

/PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga penyusunan kertas kerja reviu 

laporan keuangan oleh pereviu merupakan bagian dan 

pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK 

KIL, dan harus menjelaskan mengenai: 

pihak yang melakukan reviu (Aparat Pengawasan Intern atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/pejabat yang 

setingkat pada Kementerian Negara'Lembaga); 

tingkatan unit akuntansi yang direviu (UAKPA, UAPPA-W, 

UAPPAE1 atau UAPA); 

aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK K'L 

(LRA,LO, LPE, Neraca, dan CaLK) yang direviu; 

asersi yang dinilai dan Iangkah-Iangkah reviu yang 

dilaksanakan untuk menilai asersi; dan 

hasil pelaksanaan Iangkah-Iangkah reviu dan simpulan soda 

komentar pereviu. 
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Selain sebagai pertanggungjawaban pereviu, kertas kerja juga 

digunakan untuk menjamin pengendalian mutu atas reviu Laporan 

Keuangan K!L. Penyusunan KKR dilakukan pada saat 

pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan 

dengan balk, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu 

dan pelaksanaan reviu atas LK KIL periode berikutnya. 

Secara umum tujuan penyusunan kertas kerja adalah 

Pendukung Laporan 

Dokumentasi Informasi 

Identifikasi dan dokumen temuan 

Pendukung pembahasan 

Media reviu pengawas 

Bahan pembuktian 

Referensi 

Pembantu auditor eksternal 

Dan sarana pengendali mutu. 

Seperti diketahui kegiatan Reviu atas laporan keuangan 

merupakan salah satu tugas fungsi dari auditor inspektorat utama, 

namun dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan 

keuangan semester I dan semester II tahun 2017 dan 2018, serta 

wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat I, kertas 

kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan 

belum terdapat keseragaman. Hal mi dikarenakan beberapa 

kendaTa yang dihadapi pada saat melaksanakan reviu seperti 

keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan waktu, alokasi 

penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan 

keuangan. 

Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip 

penyusunan kertas kerja audit yang balk harus memperhatikan 

diantaranya kertas kerja harus relevan, sesuai dengan program 

kerja, Iengkap dan cermat, mudah dipahami, rapi, efisien, dan 

harus seragam. 
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2. Belum adanya system reward and punishment yang ada di 

Iingkungan Inspektorat I Setjen dan BK DPR RI. 

Dalam peningkatan kinerja auditor dan mendorong pencapaian 

yang maksimal dan menghindari kinerja yang kurang optimal. 

Diperlukan suatu pendorong diantaranya pemberian reward 

sebagai apresiasi terhadap prestasi dari kinerja auditor berupa 

diberikan keleluasaan untuk bimbingan teknis dan ditambahkan 

dalam peluang untuk mendapatkan pelatihan yang menambah 

kompetensi, serta pemberian punishment jika dirasa kinerja dan 

auditor tersebut kurang optimal. Kondisi yang diharapkan dengan 

adanya system reward and punishment sehingga terwujudnya 

kinerja auditor yang baik, andal serta professional. Dampak yang 

dirasakan jika tidak diterapkanya system reward auditor Dengan 

tidak diterapkannya system mi maka kurangnya motivasi auditor 

dalam peningkatan kinerjanya yang mendorong kearah kinerja 

yang lebih balk. 

3. Belum terdapat format baku terkait form permintaan 

data/dokumen audit kepada audetee. 

Dalam peningkatan kualitas kegiatan audit dan mendorong 

pencapaian yang maksimal, serta menghindari kinerja yang yang 

kurang optimal, diperlukan suatu koordinasi yang baik diantaranya 

auditor dan auditee. Salah satu tahapan audit yang memerlukan 

koordinasi yang baik ialah pada saat permintaan dokumen kepada 

auditee. Saat ini belum terdapat bentuk baku dalam permintaan 

data/ dokumen pendukung kegiatan audit. 

Diharapkan dengan adanya bentuk baku form permintaan data/ 

dokumen pendukung kegiatan audit mi dapat memudahkan 

koordinasi antara auditor dengan auditee, dan dapat mendukung 

kelancaran kegiatan audit itu sendiri, dan juga dapat digunakan 

sebagai identitas dari inspektorat I. 
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B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS 

Dalam pemilihan isu prioritas terkait dengan rancangan 

aktualisasi mi penulis menggunakan teknik USG yaitu teknik Urgency, 

Seriousness, dan Growth. Teknik USG sendiri adalah salah satu alat 

untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya 

dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan 

isu dengan menentukan skala niiai 1 - 5. Isu yang memiliki total skor 

tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk I ebih jelasnya maka akan 

dijelaskan isu prioritas yang di pilih menggunakan teknis USG sebagal 

be ri kut: 

Urgency artinya seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera 

dibahas, dianalisis can ditindak lanjuti. 

Seriousness artinya seberapa Seberapa serius isu tersebut 

perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan 

penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu 

tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain 

kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti 

bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat 

menimbulkan masalah lain adalah Iebih serius bila 

dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. 

Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu 

tersebut jika tidak ditangani segera. 

Isu yang dipilih sebagai prioritas adalah isu yang pertama yaltu 

Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR RI 

Belum terstandar. Dalam menganalisa isu-isu yang muncul diatas 

akan dilakukan analisa penetapan prioritas isu menggunakan metode 

USG (Urgency, Seriousness dan Growth) sperti dijelaskan tabel 

dibawah mi: 
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Tabel 1 Tabel USG 

Kriteria  
Isu Total Rangking Urgensi Seriousness Growth 

1. 	Belum 	terdapat 
keseragaman 	dalam 
penyusunan 	kertas 
kerja 	khususnya 5 5 3 13 1 
kertas kerja reviu 
atas 	laporan 
keuangan_DPR_RI.  

. Belum 	adanya 
system 	reward 	and 
punishment yang ada 

3 4 10 3 di 	Iingkungan 
Inspektorat I Setjen 
dan_BK_DPR_RI.  

1. 	Belum terdapat format 
baku 	terkait 	form 
permintaan 

4 3 5 12 2 data!dokumen 	audit 
kepada audetee. 

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU 

Terkait dengan isu belum eragamnya penyusunan kertas kerja 

reviu atas laporan keuangan oleh auditor inspektorat I terdapat 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya: 

Pada dasarnya dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang 

Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI, telah 

dicantumkan format kertas kerja reviu namun, masih bersifat 

umum. 

Dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan 

DPR RI semester I dan semester II tahun 2017 dan 2018, serta 

wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat I, kertas 

kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan 

belum terdapat keseragaman dikarenakan terdapat beberapa 
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kendala dalam pelaksanaan tugas reviu atas Laporan Keuangan 

DPR RI. 

3. Sebagaimana disampaikan oleh pusdikiatwas BPKP dalam modul 

penyusunan kertas kerja audit untuk memenuhi prinsip-prinsip 

penyusunan kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan 

beberapa hal diantaranya, kertas kerja harus relevan, sesuai 

dengan program kerja, lengkap dan cermat, mudah dipahami, 

rapi, efisien, dan harus seragam. 

Terkait dengan Urgency , Seriousness, serta growth dan 

isu mi maka gagasan yang dipilih penulis adalah melakukan 

penyeragaman penyusunan kertas kerja untuk kegiatan reviu 

laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel serta 

mendistribusikannya kepada seluruh auditor di inspektorat I 

sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang 

Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI dengan 

harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan reviu laporan 

keuangan periode selanjutnya, dan utamanya agar dapat 

menyeragamkan seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan 

keuangan sehingga memudahkan ketua tim dalam melakukan 

penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendali mutu, 

memperjelas proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman 

penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan yang sesuai 

peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas kegiatan reviu serta kualitas laporan 

keuangan itu sendiri untuk mempertahankan opini WTP dan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
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D. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	 lnspektorat I Sekretariat Jenderal dan Badan Keah!ian DPR RI 

Identifikasi Isu 	 1. Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja 

reviu atas laporan keuangan DPR RI. 

Belum terdapat format baku terkait form permintaan data/dokumen audit kepada 
audetee. 

Belum adanya system reward and punishment yang ada di Iingkungan lnspektorat I 

Setjen dan BK DPR RI. 

Isu yang Diangkat : Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja 

reviu atas laporan keuangan DPR RI. 

Gagasan 	 Melakukan penyusunan dan penyeragaman kertas kerja untuk kegiatan reviu laporan 

Pemecahan Isu 	keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun 
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2017 tentang Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI serta mendistribusikannya 

kepada seluruh auditor di Inspektorat I dengan harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan 

reviu laporan keuangan periode selanjutnya, dan utamanya agar dapat menyeragamkan 

seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan sehingga memudahkan ketua tim 

dalam melakukan penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendall mutu, memperjelas 

proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman penyusunan kertas kerja reviu laporan 

keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kegiatan reviu serta kualitas laporan keuangan itu sendiri untuk 

mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
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Tabel 2 Tabel Kegiatan Rancangan Aktualisasi 

No Kegiatan 
Tahapan 
Kegiatan OutpulJHasil Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Stak eholder KontribusiTerhadap 
Visi MisiOrganisasi 

Penguatan Nia 
Organisasi 

1. Pembahasan • Membuat • 	Proposal Peranan dan kedudukan ASN Seluruh Kegiatan 	ini Penguatan 	nilai 	organisasi 
rencana Proposal • Catatan pada 	kegiatan 	ini 	adalah pegawai mendukung 	visi dalam 	kegiatan 	mi 	adalah 
pelaksanaan rancangan mentor dan Manajemen ASN, dikarenakan lnspektorat I lnspektorat 	I 	yaitu Profesional. Karena dalam 
kegiatan • Rapat Internal auditor dalam 	melakukan 	koordinasi Setjen 	dan Mewujudkan melakukan 	pembenahan 
aktualisasi. dengan 	unit • Undangan terkait 	penyampaian BK DPR RI. Inspektorat 	I 	yang permasalahan 	dibutuhkan 

kerja Rapat rancangan 	aktualisasi Profesional, Profesionalisme 	dalam 
Inspektorat 	I • Laporan dibutuhkan kompetensi dalam Independen, pengerjaannya 	sehingga 
untuk singkat hasil melakukannya, 	Pelayanan Akuntabel, 	dan pembenahan 	yang 
melakukan rapat Publik 	ditandai 	dengan Berintegritas 	dalam dilakukan 	tepat 	sasaran 
konsultasi dan • 	Daftar hadir adanya 	keterkaitan 	antara rangka 	mendukung dan 	efisien. 	Dalam 
meminta kegiatan seluruh 	auditor 	lnspektorat 	I peningkatan 	kinerja melakukan 	pembenahan 
persetujuan rapat dimana 	dalam 	melakukan Sekretariat 	Jenderal permasalahan juga dituntut 
mentor 	serta • Lembar pengawasan 	 harus dan 	Badan 	Keahlian harus 	 bisa 
seluruh pengesahan professional 	termasuk DPR RI, Karena hasil mempertanggungjawabkan 
auditor memberikan 	kualitas 	terbaik dari 	aktualisasi 	ml nya dengan baik dan tidak 
inspektorat I. termasuk untuk hasil reviu mi, diharapkan 	akan dilakukan 	dengan 

serta membiasakan diri untuk memiliki outcome yang sembarangan. 
bersikap jujur, dan juga peran berdampak 	bagi 
Whole 	of 	Government lnspektorat 	I 	yaitu 
ditunjukan 	dengan 	system meningkatkan 	kualitas 
kolaborasi 	antara 	auditor kegiatan reviu laporan 
Inspektorat 	I 	dalam 	upaya keuangan 	sehingga 
mendukung 	rencana akan 	meningkatkan 
pelaksanaan aktualisasi. ku alitas 	dari 	laporan 
Pada kegiatan mi, hal pertama keuangan 	itu 	sendiri 
yang akan dilakukan adalah sehingga 	dapat 
mempersiapkan 	Surat mempertahankan opini 
Undangan 	kepada 	seluruh WTP 	dari 	Badan 
pegawai dari unit inspektorat I. Pemeriksa 	Keuangan 
Dalam 	surat 	undangan 	mi Republik Indonesia. 
selain menerangkan rencana 
kegiatan dan jadwal kegiatan  
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juga 	berisi 	permohonan 
partisipasi 	dari 	seluruh 
pegawal di inspektorat I untuk 
hadir 	dalam 	kegiatan 	rapat 
tersebut. 	Dalam 	kegiatan 	mi 
diharapkan 	adanya 	kegiatan 
musyawarah 	untuk 	mufakat 
dan 	kerja 	sama 
(Nasionalisme) antara penulis 
dan 	para 	auditor 	dalam 
menduskusikan 	dan 
menentukan 	dasar 	hukum, 
bentuk 	serta 	isi 	yang 	akan 
tercantum dalam kertas kerja 
reviu laporan keuangan yang 
akan 	disusun. 	Pada 	saat 
menyampaikan 	paparan 
kepada 	pihak 	terkait 	penulis 
akan 	berperilaku 	yang 
mencerminkan beretika luhur 
(Etika 	Publik). 	Dan 	dengan 
adanya 	kegiatan 	mi 
diharapkan dapat menjadi titik 
awal 	membangun 	komitmen 
pegawai untuk jangka panjang 
(Komitmen Mutu). Tentu saja 
isi dari output yang dihasilkan 
harus Jujur (Anti Korupsi dan 
Akuntabilitas) 	tentang 
kegiatan 	apa 	yang 	akan 
penulis lakukan. 
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2. Pengumpulan • Melakukan • Dokumen Peranan dan kedudukan ASN Stat 	TLJ 
data. permintaan kertas 	kerja pada 	kegiatan 	ini 	adalah lnspektorat I, 

data reviu laporan Manajemen ASN, dikarenakan Auditor 
terkait 	reviu keuangan dalam 	 melakukan lnspektorat I, 
laporan periode pengumpulan dokumen terkait Penulis. 
keuangan sebelumnya, penyususnan 	kertas 	kerja 
sebelumnya. • Peraturan- reviu 	laporan 	keuangan 
Melakukan peraturan dibutuhkan kompetensi dalam 
wawancara terkait melakukannya. 	Pelayanan 
dan kegiatan Publik 	ditandai 	dengan 
diskusi reviu laporan adanya 	keterkaitan 	antara 
dengan ketua keuangan. seluruh 	auditor 	Inspektorat 	I 
tim • Catatan hasil dimana 	dalam 	melakukan 
kegiatan wawancara. pengawasan 	 harus 
reviu professional 	termasuk 
laporan memberikan 	kualitas 	terbaik 
keuangan dari 	hasif 	reviu 	ini, 	dan 
peniode membiasakan 	diri 	untuk 
sebelumnya. bersikap jujur, dan 	Whole of 

Government 	ditunjukan 
dengan 	system 	kolaborasi 
antara 	auditor 	Inspektorat 	I 
dalam 	upaya 	mendukung 
rencana 	pelaksanaan 
aktu ails ash. 

Tahap 	pertama 	dalam 
kegiatan ini adalah melakukan 
pembicaraan 	atau 	interview 
dengan 	auditor 	inspektorat 	I 
untuk 	membenikan 	kejelasan 
target 	dan 	agar 	dapat 
bertanggung 	jawab 	atas 
kebenaran dokumen-dokumen  
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yang 	 dikumpulkan 
(Akuntabilitas) 	kegiatan 
aktualisasi 	yang 	akan 
dilakukan. Juga diperlukan 
wawancara, musyawarah dan 
diskusi (Nasionalisme) tentang 
hal-hal yang berkaitan selama 
aktualisasi diantaranya terkait 
dokumen dokumen yang 
dibutuhkan. 

3. Pembuatan • Membuat • Form 	kertas Peranan dan kedudukan ASN Penulis dan 
format kertas konsep 	kertas kerja 	reviu pada 	kegiatan 	mi 	adalah Mentor. 
kerja 	reviu kerja reviu. laporan Manajemen ASN, dikarenakan 
laporan • Menyusun keuangan dalam 	 melakukan 
keuangan. kertas 	kerja berbasis Ms. penyususnan 	kertas 	kerja 

reviu 	laporan Excel. reviu 	laporan 	keuangan 
keuangan dibutuhkan kompetensi dalam 
menggunakan melakukannya. 	Pelayanan 
Ms. Excel. Publik ditandai penulis harus 

professional 	termasuk 
memberikan 	kualitas 	terbaik 
dari 	hasil 	reviu 	ini, 	dan 
membiasakan 	diri 	untuk 
bersikap jujur, dan 	Whole of 
Government 	ditunjukan 
dengan 	system 	kolaborasi 
antara 	auditor 	lnspektorat 	I 
datam 	upaya 	mendukung 
rencana 	pelaksanaan 
aktualisasi. 

Tahap pertama dalam 
kegiatan_ni_adalah_melakukan  
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pembicaraan 	atau 	interview 
dengan 	auditor 	inspektorat 	I 
untuk 	memberikan 	kejelasan 
target (Akuntabilitas) kegiatan 
aktualisasi 	yang 	akan 
dilakukan. 	Wawancara 	juga 
diperlukan 	untuk 	melakukan 
musyawarah 	(Nasionalisme) 
tentang hal-hal yang berkaitan 
selama 	 aktualisasi 
diantaranya 	 terkait 
keuntungan 	dan 	hambatan. 
Selama 	bermusyawarah, 
penulis 	akan 	menunjukkan 
sikap 	profesional 	(Etika 
Publik) 	untuk 	menunjukkan 
bahwa penulis bekerja dengan 
berorientasi 	derigan 	mutu 
(Komitmen Mutu) agar tercipta 
kepercayaan dari para auditor 
selaku pengguna kertas kerja 
reviu 	yang 	akan 	disusun. 
Langkah 	berikutnya 	adalah 
meminta 	dokumen 	yang 
berkaitan 	dengan 	reviu 
laporan 	keuangan 	saat 	ml 
untuk 	diobservasi. 	Selama 
melakukan 	observasi 
dokumen 	penulis 	akan 
melakukannya 	dengan 	kerja 
keras (Anti Korupsi) sehingga 
output 	yang 	akan dihasilkan 
bisa 	maksimal. 	Langkah 
selanjutnya adalah melakukan 
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penyusunan kertas kerja reviu 
laporan 	keuangan 	dengan 
berdasarkan Persekjen No. 6 
tahun 2017 tentang pedoman 
reviu laporan keuangan DPR 
RI. 

4. Sosialisasi • Menentukan • Undangan Peranan dan kedudukan ASN Staf 	TU 
Pengisian jadwal rapat Rapat pada 	kegiatan 	mi 	adalah Irispektorat I, 
kertas 	kerja • Memaparkan • Laporan Manajemen ASN, dikarenakan Auditor 
reviu laporan cara pengisian singkat dalam 	melakukan 	sosialisasi Inspektorat I, 
keuangan berdasar kegiatan terkait 	penyususnan 	kertas Penulis. 
kepada pedoman 	di sosialisasi kerja reviu laporan keuangan 
auditor persekjen 	no • 	Daftar 	hadir dibutuhkan kompetensi dalam 
inspektorat I. 6 tahun 2017 kegiatan melakukannya. 	Pelayanan 

tentang 	reviu rapat Publik 	ditandai 	dengan 
laporan adanya 	keterkaitan 	antara 
keuangan. seluruh 	auditor 	Inspektorat 	I 

• Membuat dimana 	dalam 	melakukan 
catatan rapat. pengawasan 	 harus 

professional 	termasuk 
memberikan 	kualitas 	terbaik 
dari 	hasil 	reviu 	mi, 	dan 
membiasakan 	diri 	untuk 
bersikap jujur, dan 	Whole of 
Government 	ditunjukan 
dengan 	system 	kolaborasi 
antara 	auditor 	lnspektorat 	I 
dalam 	upaya 	mendukung  
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rencana 	pelaksanaan 
aktuaiisasi. 

Pada kegiatan ini, hal pertama 
yang akan 	dilakukan 	adalah 
mempersiapkan 	Surat 
undangan 	kepada 	seluruh 
pegawai dari unit inspekiorat I. 
Dimana 	dalam 	surat 
undangan 	ini 	selain 
menerangkan 	rencana 
kegiatan dan jadwal kegiatan 
juga 	berisi 	permohonan 
partisipasi 	dari 	seluruh 
pegawai di inspektorat I untuk 
hadir 	dalam 	kegiatan 	rapat 
tersebut. 	Dalam 	kegiatan 	mi 
diharapkan 	adanya 	kegiatan 
musyawarah 	untuk 	mufakat 
dan 	kerja 	sama 
(Nasionalisme) antara penulis 
dan 	para 	auditor 	dalam 
memperhatikan 	dan 
membenikan 	penhlaian, 	serta 
saran terkait kertas kerja reviu 
laporan keuangan yang telah 
disusun. Dalam penyampaian 
format 	kertas 	kerja 	dan 
sosialisasi petunjuk pengisian 
kertas 	kerja 	penulis 	akan 
berperilaku 	 yang 
mencerminkan beretika 	luhur 
(Etika 	Publik). 	Dan 	dengan 
adanya 	kegiatan 	mi  
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diharapkan dapat menjadi titik 
awal membangun komitmen 
pegawal untuk jangka panjang 
(Komitmen Mutu). Tentu saja 
si dari laporari singkat hash 
sosialisasi harus Jujur (Anti 
Korupsi Akuntabilitas) tentang 
kegiatan apa yang akan 
penulis lakukan. 

5. Pendistribusi • Pengumpula • Daftar Peranan dan kedudukan ASN Auditor 
an 	form n 	alamat email para pada 	kegiatan 	ml 	adalah lnspektorat I, 
kertas 	kerja email 	para auditor Manajemen ASN, dikarenakan Penulis. 
reviu laporan auditor. • 	Bukti dalam 	 melakukan 
keuangan • 	Menditribusi pengiriman pendistribusian 	kertas 	kerja 
kepada kan 	kertas /pendistrib reviu 	laporan 	keuangan 
seluruh kerja 	ke usian dibutuhkan kompetensi dalam 
auditor seluruh kertas melakukannya. 	Pelayanan 
inspektorat I. auditor kerja 	reviu Publik 	ditandai 	dengan 

dengan kepada adanya 	keterkaitan 	antara 
menggunaka seluruh seluruh 	auditor 	lnspektorat 	I 
n email, auditor dimana 	dalam 	melakukan 

inspektorat pengawasan 	 harus 
I melalui E- professional 	termasuk 
mail 	DPR. memberikan 	kualitas 	terbaik 
(Screensho dari 	hasil 	reviu 	mi, 	dan 
t). membiasakan 	diri 	untuk 

bersikap jujur, dan 	Whole of 
Government 	ditunjukan 
dengan 	system 	kolaborasi 
antara 	auditor 	lnspektorat 	I 
dalam 	upaya 	mendukung 
rencana 	pelaksanaan 
aktualisasi. 
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kegiatan 	yang 	dilakukan 
adalah 	mengirimkan 	format 
kertas 	kerja 	reviu 	laporan 
keuangan 	melalui 	email 	dpr 
masirig-masing auditor. Dalam 
kegiatan 	mi 	diharapkan 
adanya kegiatan kerja sama 
(Nasionalisme) antara penulis 
dan 	para 	auditor 	untuk 
memastikan 	apakah 	kertas 
kerja reviu laporan keuangan 
yang 	telah 	dikirim 	sudah 
diterima. 	 Dalam 
pendistribusian 	format 	kertas 
kerja dan sosialisasi petunjuk 
pengisian kertas kerja penulis 
akan 	berperilaku 	yang 
mericerminkan 	beretika luhur 
(Etika 	Publik). 	Dan 	dengan 
adanya 	kegiatan 	mi 
diharapkan dapat menjadi titik 
awal 	membangun 	komitmen 
pegawai untuk jangka panjang 
(Komitmen Mutu). Tentu saja 
isi 	dari 	laporan 	singkat 	hasil 
sosialisasi 	harus 	Jujur 	(Anti 
Korupsi) tentang kegiatan apa 
yang akan penulis lakukan. 
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6. Uji 	coba • Melakukan 	uji • Kertas Kerja Peranan dan kedudukan Auditor 
Kertas 	kerja coba 	kertas Reviu 	dan ASN pada kegiatan ini adalah lnspektorat 
reviu laporan kerja 	Pada Catatan Manajemen ASN, dikarenakan 
keuangan penugasan Hasil Reviu dalam melakukan uji coba dan 

reviu 	atas evaluasi terhadap kertas kerja 
laporan reviu laporan keuangan yang 
keuangan telah 	disusun 	membutuhkan 
Triwulan 	Ill kompetensi 	 dalam 
Tahun melakukannya. 	Pelayanan 
Anggaran Publik 	dalam 	melakukan 
2019 pengawasan 	penulis 	harus 

professional 	termasuk 
memberikan 	kualitas 	terbaik 
pada hasil reviu mi, dan Whole 
of Government 	ditunjukan 
dengan 	system 	kolaborasi 
antara penulis dengan auditor 
lnspektorat 	I 	dalam 	upaya 
mendukung 	rencana 
pelaksanaan aktualisasi. 

Pada 	kegiatan 	ini, 	hat 
pertama yang harus dilakukan 
adalah melakukan uji coba dan 
evaluasi terhadap kertas kerj 
untuk mendapatkan kertas kerj 
reviu Laporan Keuangan yang 
terbaik untuk periode berikutny 
(Komitmen 	Mutu). 	Dalam 
kegiatan mi diharapkan adanya 
kegiatan 	kerja 	same 
(Nasionalisme) 	antara 	penulis 
selaku 	penyusun 	form 	kertas 
kerja 	dan 	auditor 	selaku 
pengguna kertas kerja laporan 
keuangan 	dalam 	penerapan 
dan koreksi terkait kekurangan 
serta 	memberikan 	saran 
perbaikan 	terkait 	kertas 	kerj 
reviu 	laporan 	keuangan 	yang 
te!ah disusun. 
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PELAKSANAAN AKTUALISASI 

Tabel 3 Rekapitulasi Kegiatan Akualisasi 

No Kegiatan Waktu 
Pelaksanaan 

Tempat 
Pelaksanaan  

Eviden Nilai ANEKA 

Pembahasan Senin, 7 Ruang Rapat • Undangan • 	Akuntabilitas 
rencana Oktober 2019 Inspektorat I, Rapat • Nasionalisme 
pelaksanaan Gedung Setjen • Daftar Hadir Rapat • 	Etika Publik 
kegiatan dan BK DPR RI • Catatan saran . Komitmen 
aktualisasi Lt.5, Ruang /masukan dari Mutu 

508. mentor dan Auditor • Anti Korupsi 

Inpektorat I 
• Laporan singkat 
• Proposal 

Rancangan 
Aktualisasi 

• Lembar 
pengesahan yang 
sudah di 
tandatangani  

2 Pengumpulan 1 Oktober • Peraturan Menteri • Akuntabilitas 

data 2019 s.d 23 - Keuangan No. 255 • 	Etika Publik 
Oktober 2019 Tahun 2015 • Komitmen 

tentang Standar Mutu 
Reviu Atas 
Laporan Keuangan 
Kementrian 
Negara/Lembaga. 

• Persekjen No. 6 
tahun 2017 tentang 
pedoman reviu 
laporan keuangan 
DPR RI. 

• Peratu ran Menteri 
Keuangan No. 
270/PMK.05/201 4 
Tentang 
Pen erapan Standar 
Akuntansi 
Pemerintah 
Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah 
Pusat. 

• Kertas Kerja Reviu 
Laporan_Keuangan  
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Pseudo Triwulan III 
Tahun Anggaran 
2018. 
Kertas Kerja Reviu 
Laporan Keuangan 
Semester II Tahun 
Anggaran 2017. 

Pembuatan 8 Oktober • 	Format Kertas • 	Akuntabifitas 
3. format kertas 2019 s.d 20 - Kerja Reviu • 	Nasionalisme 

kerja reviu Oktober 2019 Laporan Keuangan • 	Etika Publik laporan 
keuangan. Tahun Anggaran • 	Komitmen 

2019 berbasis Ms. Mutu 
Excel. • 	Anti Korupsi 

Sosialisasi 23 oktober Ruang Rapat • Daftar Hadir • 	Akuntabilitas 
4. Pengisian dan 2019 lnspektorat I, Kegiatan • 	Nasionalisme 

Evaluasi kertas Gedung Setjen Sosialisasi • 	Etika Publik 
kerja reviu dan BK DPR RI • Undangan Kegiatan 

Komitmen 
laporan 

Lt.5, Ruang Sosialisai 
508. Mutu 

keuangan Anti Korupsi 
kepada auditor 
inspektorat I. 

Pendistribusian 23 Oktober • Daftar alamat e- • 	Akuntabilitas 
5. form kertas kerja 2019 - mail auditor • 	Nasionalisme 

reviu laporan Inspektorat I setjen • 	Etika Publik keuangan 
kepada seluruh dan BK DPR RI • 	Komitmen 
auditor • 	Bukti 	pengiriman 	/ Mutu 
inspektorat I pendistribusian • Anti Korupsi 

Form Kertas Kerja 
Reviu atas Laporan 
Keuangan 	kepada 
seluruh 	auditor 
lnspektorat 	I 
melalui 	E- 	mail 
DPR. (Screensho t).  

Uji coba Kertas 24 Oktober • Kertas Kerja Reviu, • Nasionalisme 
6. kerja reviu 2019 s.d 31 - Ikhtisar Hasil reviu, • Komitmen 

laporan Oktober 2019 dan Catatan Hasil Mutu keuangan 
Reviu Laporan 
Keuangan Tahun 
Anggaran 2019. 



A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

1. Pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi 

Pada kegiatan pertama ni penulis melakukan rapat koordinasi 

dengan seluruh pegawai dilingkungan inspektorat I pada pada tanggal 

7 Oktober 2019, dengan maksud meminta persetujuan mentor serta 

seluruh auditor inspektorat I untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, 

sekaligus melakukan konsultasi terkait rancangan dan output dan 

kegiatan aktualisasi ml agar diperoleh hasil atau output yang terbaik, 

sehingga tercapai tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan reviu 

laporan keuangan. Pada kegiatan ini penulis memaparkan dan 

menjelaskan rencana, tujuan, dan tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi mi. Dalam hal ini 

penulis memperoleh dukungan serta masukan dari para auditor baik 

terkait penulisan rancangan aktualisasi maupun bakal output yang 

akan dihasilkan yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR 

RI. Kegiatan mi dihadiri oleh Inspektur I dan hampir seluruh auditor di 

Inspektorat Utama. 

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ml adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan analisis isu dan 

koordinasi terkait penyampaian rancangan aktualisasi dibutuhkan 

kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandal 

dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor lnspektorat I 

dimana dalam melakukan pengawasan harus bersikap professional 

termasuk memberikan kualitas terbaik salah satunya melaului hasil 

reviu laporan keuangan. Peran Whole of Government ditunjukan 

dengan system kolaborasi antara auditor lnspektorat I dalam upaya 

mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi. 

Hal pertama yang dilakukan pada tahapan kegiatan ini adalah 
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mempersiapkan Surat Undangan kepada seluruh pegawai dari unit 

inspektorat I. Dalam surat undangan tersebut selain menerangkan 

rencana kegiatan dan jadwal kegiatan, juga berisi permohonan 

partisipasi dari seluruh pegawal di inspektorat I untuk hadir dalam 

kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan rapat tersebut, penulis 

merasakan adanya kerja sama, sikap saling menghormati pendapat 

dalam dikusi, dan musyawarah untuk mufakat (Nasionalisme) antara 

penulis dan para auditor dalarn menduskusikan rancangan 

aktuahsasi, menentukan dasar hukum terkait aktualisasi, serta isi 

yang akan tercantum dalam kertas kerja reviu laporan keuangan 

yang akan disusun. 

Pada saat melakukan pemaparan rancangan aktualisasi kepada 

pihak terkait, penulis telah berperilaku yang mencerminkan etika 

luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan 

dapat menjadi titik awal membangun komitmen dalam meningkatkan 

dan menjaga kualitas pemeriksaan (Komitmen Mutu). Tentunya 

bentuk dari bukti dokumen yang dikumpulkan penulis harus Jujur 

(Anti Korupsi dan Akuntabilitas), dan pelaksanaan aktualisasi 

sesuai dengan masukan para auditor Inspektorat I, dan benar-benar 

ada. 
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- 

Gambar 2 Rapat Koordinasi terkait pemaparan rancangan aktualisasi 

2. Pengumpulan data 

Pada kegiatan pengumpulan data mi penulis menghubungi, 

melakukan wawancara, dan meminta copy data yang berkaitan 

dengan kegiatan reviu laporan keuangan periode sebelumnya dan 

auditor yang pernah ditugaskan pada kegiatan reviu atas laporan 

keuangan DPR RI, adapun contoh data tersebut seperti kertas kerja 

yang pernah dibuat. Pada tahapan mi penulis juga menanyakan 

dasar hukum yang menjadi acuan kegiatan reviu tersebut. 

Selain melakukan wawancara langsung penulis juga akan 

mencari peraturan terbaru dan mencari komparasi atau perbandingan 

dari Kementerian/Lembaga lain yang telah memiliki kertas kerja 

terstandar di lingkungannya melalul Internet dengan tujuan 

menghasilkan output yang maksimal. 

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan mi adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan pengumpulan 

dokumen terkait penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan 

dibutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik 

ditandai dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor 

6 
! 
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lnspektorat I dimana pada saat penulis melakukan pengumpulan data 

auditor menunjukan sikap professional yaitu kooperatif memberikan 

data dan keterangan terkait kegiatan reviu laporan keuangan. Dan 

Whole of Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara 

auditor lnspektorat I dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan 

a ktu at isas i. 

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan 

pembicaraan atau interview dengan auditor inspektorat I untuk 

memberikan kejelasan target dalam penyampaian tujuan dalam 

melakukan permintaan data (Nasionalisme), penulis akan bersikap 

penuh sopan santun (Etika Publik), yang kedua penulis akan 

melakukan Browsing untuk mencari peraturan terbaru dan mencari 

komparasi atau perbandingan dari Kementerian/Lembaga lain yang 

telah memiliki kertas kerja terstandar di Iingkungannya, untuk 

meningkatkan wawasan dan kompetensi penulis sehingga 

menghasilkan kertas kerja yang terbaik (Komitmen mutu). Dan 

penulis akan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan 

dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan (Akuntabilitas) untuk 

menunjang kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Adapun dokumen 

yang telah terkumpul sebagai berikut: (Lampiran Kegiatan 2) 
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Gambar 3 Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 
Tentang Pedomn Reviu Atas Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia 

PROGRAM KERJA REVIU (P1(R) 

KERTAS KERJA REVIU (1(1(R) 

CATATAN HASIL REVIU (CHR) 

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR) 

ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN 

GAIA 1IADISURVA. SE, M.AK, QIA 

A141to4 Madya On Kenien,tstekdikti 

Gambar 4 Penulis melakukan Browsing untuk mencari komparasi terkait 
penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan ke kementerian/Lemabaga 

lain 
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Gambar 5 Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesiallo.255 /PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas 

Laporan Keuangan Kementerian Negaral Lembaga 

3. Pembuatan/Penyusunan format kertas kerja reviu laporan 
keuangan. 

Pada kegiatan mi, penulis dibantu mentor menyusun kertas kerja 

menggunakan Ms. Excel, dengan tujuan memudahkan dalam 

pengerjaan dan penggunaan kertas kerja atas reviu laporan 

keuangan itu sendiri, penyusunan kertas kerja mi mengacu pada 

Persekjen No. 6 tahun 2017 Tentang Fedoman Reviu Laporan 

Keuangan DPR RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun 

2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian 

NegaralLembaga, serta berdasarkan masukkan-masukan yang telah 

diterima clari auditor pada saat pembahasan rencana aktualisasi. 

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ml adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyusunan kertas 

kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam 

melakukannya. Pelayanan Publik ditandai penulis harus professional 

termasuk membenikan kualitas form kertas kerja reviu laporaan 

keuangan yang terbaik, dan Whole of Government ditunjukan 
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dengan sistem kolaborasi antara auditor Inspektorat I dalam upaya 

mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi. 

Tahap pertama dalam kegiatan mi adalah melakukan diskusi 

dengan mentor untuk memberikan kejelasan target yang akan 

dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas) kegiatan aktualisasi yang 

akan dilakukan. diskusi (Nasionalisme) juga diperlukan untuk 

membahas tentang hal-hal yang berkaitan selama aktualisasi 

diantaranya terkait keuntungan dan hambatan. Selama menysusun 

kertas kerja, penulis akan menunjukkan sikap profesional (Etika 

Publik) untuk menunjukkan bahwa penulis bekerja dengan 

berorientasi dengan mutu (Komitmen Mutu), agar tercipta 

kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas kerja reviu 

yang akan disusun. 

Langkah berikutnya adalah menelaah dokumen yang telah di 

peroleh yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan saat ini untuk 

diobservasi. Selama melakukan observasi dokumen penulis akan 

melakukannya dengan jujur dan kerja keras (Anti Korupsi), sehingga 

output yang akan dihasilkan bisa maksimal. Langkah terakhir 

adalah melakukan penyusunan form kertas kerja reviu laporan 

keuangan dengan berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang 

pedoman reviu laporan keuangan DPR RI. Berikut adaah contoh 

Form kertas kerja reviu atas laporan keuangan yang telah disusun. 
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KERTAS KERJA REVU (KKR) 

AKUN BELANJA 

SEKRETARIAV JENDERAL DAN BADAN KEAHLAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K NDCNES!A 

rispektorat utama 

Sekrotarat Jenderal Dan Badari Keah'in Dewa 
Perwakilan Rakyat RepubHk !donesra 

ND. Indaks KKR KKR LRA.PNBP 

Driusuri Oah/TangB  

Dtreviu ONB/Tanggal   

DiSetLgUl OlehlTanggal  

LL 

U 
KompOnenLK 	 LRA LU LP[ 

CIK 
Akun/SegmonlPariyelanqguraan 	P. 	N.. e.. 	(PNOIC 
Akuntarisr 

PNI3P I 0 

PNBP [0 

PNBP•L0 

PNBPL0 

PNFtP [0 	 CLK. 

Dokumen Yang Diperlukars 

PNBP-L0 

PN[IP 

PNBP Y. 	I.. 	D 

CLKPNBPL0 

Gambar 6 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP 
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KERTAS KERJA REVIU (KKR) 

AKUN BELANJA 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAl REPUBLIK INDONESIA 

Inspektorat Utarna 

- 	 Sekretanat jenderal Dan Badan Keahilan Dewan 
PrrnrrnkrLin Rakyat kepublik Indonesia 

No indeks KKR KKR LRA.BEL 

DiSusurl OIeh/Tangqal  

Direvu OlehhTancaa 

Diserriui OIerlITarqal  

UAPA 	 Dewan PerwakiUn Rakyat Reub A IndoneBa 

- 

Komponen LK 	 Lii] 	LRA 	 LO 	 I 	El 	_RE 

C.LK  
Akun/Segrnen/PenyeIer1garaan 	B, 
Akuntansi 

- 

KPPN 
BA  

PM! P 	 ,p)up 	 Bp. 	P.C.. 

SPMSP2D 

TMPCI 	 PMPCCP P 	 MI!M, BCa J ..n 	 vi,,C 	 PM. 	 CCMPCCk,,Ip,.y 	 C,CP,PMP 

SSPB 

B  
d,CgM, 	 PPkP 

Dokunn Yang Diperlukan 

A ,..., 	F 

D CPP SPCPM. BM..,, P. 

DIPA 

HAS 

PNBF 

Hash I Pelcksoneeri Lanqkah.langkah Reviu (Daftar KKR Penclukuno)  

Simpulan 

Komerrsar 

Gambar 7 Kertas Kerja fleviu Laporan Realisasi Anggaran-Belanja 
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KERTAS KENJA REVIU (KKR) 

AKIJNJ NFL ANJA 

SI KNL LARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN D[WAN PEDWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Inspekorat Utanio 

SekretariatJenderal Dan Badan Ko.ihLan Dovia.' 
Perwakilan Rakyat RepubliC i1dOnea 

No. Indeks KKR KKR. LPE 

Disusun OlohlTanggal 

Dreviu Oleh/Tanqqal 

Drsetj1si C)IeniTorigoal 

JAPA 

Kornponen LK Li [.NA 11.0 Fj 
EN cK 

,\Kijrarri 

Lorgkoh-Iongknrl Reiiu 	 KeseSuOiSn 

(I> 	 (?} 	 (3) 
.............................,., 	 ,,., 	N. .......................... 

K, 	A 	,....! K...... 	 . 

D.... D., E5.,, L55 (DDEL),,.. N ..... R,.5.55 

LRA 	 DDEL 

1, 	 D.. K. E .., I.,... (DKEL) 	N.... 
LRAC,,,,,,.,.. DKEL 	. 	P.,....  

M . 

T,..,r., 

M .p.., T.55.. 

C Sfl 	 A.. 1..,,,.. 	 p. 	 5SSS, .sp.s L,pp... 	D...., 	BMN 
B.... AC.., S..... 1...,., (BAST) 

S .. 	 ID...... L......... 0..... 	C 	.....) 	 .... 	 .... ..,. 	 ..,... 	LPE 

F., 	 ..,.... 	L..,,.. P..,,... 	E..,.. ,.... 	 ...,...., 	 C...... 
L... 	 ., 

Dokurnen Yang Diperlukon  

S .. 

D..5... S.., 	B...... 	P 

D ..,....... DIPA 

El ..,... 

BAS ........,,.. 

1K.. 	..,,....,,,.... 	 I'NBP 

-lasil Pelaksanaan Lanqkah.angkaB Realu (Daftar KKR Pendukung)  

LI, 	,........,..... 	 .... 	U...,,. 	K 	...,...,,.. ...........,..... 	 . ...... 

P...,..,..,,,,...,... 	D..-,.... 0.... 	E ......, I...,.. 	(ODEL) 
P,...,,..,,..,,..,...,.. 	D..,. 	K.. [.,,.,... 	 I.., 	)DKEL) 

T ........, M,., 
T........,,..,...,,. 

1....,,. M..,. 	,.., 	I.........K...... 

P,,,..,. 	.........,.... 	S..... 	.DLL..., 	LD 

K 
Simpulan 

Kamentar 

Gambar 8 Kertas Kerja Reviu Laporan Perubahan Ekuitas 
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KERTAS KERJA REVIU (KKR) 

AKUN BELANJA 

SE KRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REP'JBLI K INDON ESIA 

nspekorat tJtama 
• 	 - 	 Sekretrict Jnnaera! Dan Badan Ke3Than Dewan 

PerwaKilOn Rakyat Repubhk Indonesia 

No Indeks KKR KKR. AT 

DISLJSUfl O!ah/Tanggal  

Direvu Olehhlanqqnl  

Disetujui OIeh/Tanggal  
UAPA 	 Dewn PerwakJan Rkyat Repu3IIk Incoresia 

Komponen LK 	 El 	IPA 	 1 , 0 	 LI: 

Akun/Segnen/Pe

____

rlyelenqgaraari  
AkuntansI 

U 
T 	 A 	N.., 	 A 	CI K. 
C LK 

A 	 BMN, 
BMN 

A 	(, 	 K 
C.,LK 

T. 	 A, 
D. 	 A, 	T, A 	L. 

SIMAKBMN 

	

N, A. 	 N/K 	 N, 	T, 	P., 
A 	T.,, 	 K. 	(K.) 	R. 

	

P. 	A 	 B..,. 

a,,,., 	 P 	 A,.,, 
T ., ,.,, A.., 

P...,. 	AT,.,.,, .,,,,,,,,.,,,,,. 

A, 	S.... 

A,.., 

A,.S...BMN 

K...... 	S.... A,.. T.,...,.., C.LK 

P .,.... 	K...... S...., A.. 	T.. 	,.,..., BMN 
P.......,... D...... K....., ,. BMN..,. P..,,,..,..,,,. ..... C.LK 
P .,.... P.. ..,,,. E3MN .,.,. P.,,.,,,..,,.,.,... C.LK 

P.. ... ........ 	B, ..,.. M...,..,...,.,, 	P...,. 	A.,, 	1....,,. P...,. 
P.,,,,.,..... M...... f...... K....., BMN .,.... 0.......... S....., 

P...,.. 	R,,,,,,A..T.,..R.,..B..,. 

Gambar 9 Kertas Kerja Reviu Neraca 
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KERTAS KERJA REVIU (KKR) 

AKUN BELANJA 

SEKREARAT JENDEPAL DAN BADAN KEARLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYA PFPUBLIK INDONESIA 

Inspektorac Utama 

- - 	 Secretariat Jendera Can DaWn Keahhan Dewan 
Perwakilan Pakyat RepubIk Ircdonetia 

No Indks KKP KKR. CALK 

Disisun OIeh/Tanggal 

DireviuQIeh/TangaI 

DiSCfti OnSiTarwcal 
UAPA 	 I Li 	I 	 D. 	P St 

Krcmpanon LK 	 Lii 	LrcA 1 	Li ILO Li 
Li I 	Li] CLK Li 

AkuniSeryrnen/Penyelengaaraan 	S 	 LK 
Akuntansi 

As, 	I.t ø  

54,) 

Gambar 10 Kertas Kerja Reviu Catatan Atas Laporan Keuangan 
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I nspektorat Utarna 

Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahhan Dewan Perwaki Ian Rakyat 

Oisu~ urt DIPp1 I 

Republik Indonesia  
1rMIlPvl11qd 

DPselujui OlerilTangqal 

PAPA 	 ILiI Dewan Perwakilan Rakyot Repubhk Indonesia 

Iklilpspr 	I lsI l4P,VIPPPJ I 	 PA) 

No N,rri Akijn SiSlo 30 Sdplember 20111 SrleIurrp Pvuj (Pip) Us i lari Konekll (14) 

Slaiw Kurek 
SIlAS i 1111011 Ku reksi FlaIl 

evIu Spjplah Dikorcksi (Rp) Belisrn Dikoreks 

III 2] 3] 41 151 61 Ill a) 
A PEN) I4IMAAN NLGAISA DAN IIIIIAFI 

II NI1APATANPINIPIMAAN NEGAI4ABUKANPAJAK 

III API II IIIV'lAit14 

131LANJA 

1411 ANJA I'I.GAWAI (51)  

101A) 131E1ANJA PFCAWAI 

13[LANJA IIAI4AN(; (52) 

IOTA) BLIANJA PAAIIANII 

BLLANJAMIJI)AI (II)  

11)1 Al 	Br I ANJA MFII)Al 
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Gambar 11 Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran 
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Gambar 12 lkhtisar Hasil Reviu-Laporan Operasional 
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I nspektorat Utarna 
Sekretariat Jenderal L)ari Badan Keahilan Dewan Perwakllan Rakyat Repu'oIik 

Indonesia 

Essusun OIehIl angçJaI  

DrevaiOIeh/ngpnl  

Oiseftju OIeh/TgjuI 

IJAI'A 	 I 	 I Dewan Perwak6an Rakyat Republik Indonesia 
Ieu,i,u 	kuins (I_Ph) 

No Nama Akun Sebelum reviu (Rp) Usulssri Koreksi 
St3tu 	Koreksi Hasil 

D. D 
1 Ekuitas Awal 
2 Surplus Laporan Operasional  
3D (T 	K)  

N 
4 

5 Kenaikari/ Penurunan Ekuras 
6 Ekuitas Aklur 

Gambar 13 Ikhtisar Hasil Reviu-Laporan Perubahan Ekuitas 
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Gambar 14 Ikhtisar HasH Reviu-Neraca 
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4. Sosialisasi Pengisian dan Evaluasi kertas kerja reviu laporan 

keuangan kepada auditor inspektorat I. 

Pada kegiatan ini, penulis melakukan sosialisasi terkait output 

dari kegiatan aktualisasi yang telah penulis lakukan yaitu kertas kerja 

reviu atas laporan keuangan DPR RI, kegiatan ini dilaksakan pada 

23 Oktober 2019 dan dihadiri oleh lnspektur I serta seluruh auditor 

Inspektorat t. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini ialah untuk 

memaparkan cara pengisian dan pengerjaan form kertas kerja mi 

berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Reviu 

Laporan Keuangan DPR RI (Terlampir di lampiran kegiatan 4) 

sehingga kertas kerja ini sudah bisa digunakan pada reviu laporan 

keuangan Pseudo (Triwulan III) dan reviu laporan keuangan 

semester II Tahun Anggaran 2019. 

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan sosialisasi terkait 

penyususnan kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan 

kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandai 

dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh auditor 

lnspektorat I terkait tatacara pengguanaan dan pengisian kertas kerja 

reviu laporan keuangan mi untuk mempermudah auditor dalam 

penggunaanya. Dan Whole of Government ditunjukan dengan 

system kolaborasi antara auditor Inspektorat I dalam upaya 

mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi. 

Pada kegiatan mi, hal pertama yang akan dilakukan adalah 

mempersiapkan surat undangan kepada seluruh pegawai dari unit 

inspektorat I. Dimana dalam surat undangan ini selain menerangkan 

rencana kegiatan dan jadwal kegiatan juga berisi permohonan 

partisipasi dari seluruh pegawai di inspektorat I untuk hadir dalam 

kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan mi terdapat kegiatan 

musyawarah untuk mufakat dan kerja sama (Nasionalisme) antara 

penulis dan para auditor dalam memperhatikan dan membenikan 

penilaian, serta saran terkait kertas kerja reviu laporan keuangan 
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yang telah disusun dan juga penulis memberikan penjelasan terkait 

perbedaan antara Kertas Kerja yang penulis susun dengan kertas kerja 

yang sebelumnya disusun masing-masing auditor. 

Dalam penyampaian format kertas kerja dan sosialisasi petunjuk 

pengisian kertas kerja penulis berperilaku yang mencerminkan beretika 

luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan mi diharapkan dapat 

menjadi titik awal membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang 

(Komitmen Mutu). Tentu saja isi dari bukti sosialisasi harus dikumpulkan 

dengan jujur (Anti Korupsi dan Akuntabilitas) tentang kegiatan apa 

yang akan penulis lakukan. 

lw 

T• 	

1 
Ill 	 4 

Gambar 15 Kegiatan rapat tim reviu laporan keuangan sekaligus Kegiatan 

Sosialisasi Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan yang telah diperbarui 
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KERIAS KERJA REVIU (KKR) 

AKUN BELANJA 

S EKRETARAT JEND ERAL DAN BADAN KEANLIAN DEWAN PERWAKLAN RAKYAT REPUBLI K iNDONESIA 

Insktrat Utama 

-- 	 SekretaratJenraI Dan Badan Kearthan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republii< Indonesia 

No. Indeks KKR KKR. LRA.PNBP 

Disusun OIeh/Tanggal  

Dressu OIeh/TangaI  

Dsetujui Olnh/Tonggal  

UAPA 	 U 	 L) 	P 	P.. .,., 

Komponen LK 	 U 	LRA 	 U 	LO 	 11 P[ 

AkunfSnrneiIneryeIenggar 	 N 	 (PNBP) 
aan AkurtOr'.Si 

PNBPLO 

PNBP [0 

PNBP-L0 	D 

PNBP-LOYM 

PNBP LU 

SAIBA 

E-R 

D fl• 

D, 	 B 

PNBP-L0 

PNBPD.. 

PNBPY 	H., 

P.,C.LKPNBPL0 

Gambar 16 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP yang telah 
diperbarui 
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KERTAS KERJA REVIU (KKR) 

AKUN BELANJA 

S EKRETARIAT JEND ERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLIK IN DON ES A 

Inktorat Utama 

SekretariatJerideral Dan Badan Keahlian 

Deun PorwakiFan Rakyat RapubIk Fnr1esia 

NO Indeks KKR KKR. LRA.BEL 

Disusun OIeFi/Tanggal AA /20 J. 	2019 

Direviu OlehiTangaI  

Disatujul OFeh[Taringal  

UAPA 	 El 	 Dewan 	ewakLan Rakyat Repjblk Indonesia 

KornpJner/ LK 	 U 	IRA 	 LI 	LO 	 ILPE 

U 	_C,LK  

Aku'(Segrneniooisyelenggar 
aan Akun1an 

- 

KIlN 
A,. 

SPM,,,SP2D 

pg*(b&!, 

SORB 

.,... 	.. 	. 	 Nl 	B 

A 	S, 

E0,, 

DIPA 

B 	B 

BAS 

PNBP 

R.,,, 	 K?PN 

LRA, SAIBA 

LRA 

1k 	5PM 	SPOD 

F /,,,, P,,,,, 

S,,,,,,,,, 

Gambar 17 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-Belanja yang telah 
diperbarui 
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-- flttraea 

Gambar 18 Ikhtisar HasH Reviu Laporan Realisasi Anggaran yang telah diperbarul 
(data menggunakan angka tidak sebenarnya) 

I u . 1 	 .1 1 Id.y.g  b..khIr3O S.pI.flb.( 2113) 

T.flg g.ld.N,,,9rXKA 	 91 OkI9b.,2313199,90, d)2OuI 

9 O!p.!k.O 	 201 3200 2011 (p3r0d0 3099 	 30 S0Pl.00( I 

0 I0093OIh 	 pIOIIHQI 

Revko teohadap pengo.ongkapan nilai yang terdapat Neraca, IRA, 10, IPE (perlode yang berakhir 30 September 2013 dan 2017) 

No Uraian Penjelasan 

1 
Terdapat perbedaan pengungkaparo nilai "PNBP Tahun 2018" antara yang tertera pada LRA 

(RpX.8XX.XXX.127), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp2.X87.X7X,O1X) 

Terdapat perbedaan pengungkapan roila) "PNBP Tahun 2017" antara yang tertera pada LP,A 

(RpX.2X7.080.X51), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rpl.X17.SXO.12X) 

Terdapat perbedaaro pengurogkaparo nilai "Belaroja Pegawao Tahun 2018' arotara yang tertera 

Dada LRA (Rp72X.X02.X2X.5X7), ber - beda dengan yang tertera pada L0 (Rp72X.XXX.82X.822) 

Terdapat perbedaaro pengungkapan nilai "Belanja Pegawai Tahun 2017" antara yang tertera 

pada LRA (Rp70X.202.2X2.5XX), berbeda derngan yang tertera pada LO (RP70X.1X28XX.177) 

- 

S 

- 

Terdapat perbedaun pengungkaparr nija) "Surplus/Defisit-LO Tahun 2017" arotara yang 

tertera pada LO ((Rp2.72X.55X.502.18X)), berbeda derogan yang tertera pada LPE 

((RpX.1XS80X.X21587))  

kereroagon: 

- Data sorotuk -roeresois sarropai dr-gun 31 Oktobnr 2018 pukool 12OOw:b 

- Surrrber datu/dokunren revio.o adalah harrya pada deksro-orrr Nerucu. LRA, 10. LPE (peniode yang  
- berakhir 30 Snpterrrber 2018 durr 2017) turrggal 26 Okloben 2018. 

- 
Revoterbatus l-ouroya purI 	keoesouian pengorrgkapar, rrilai-rrilai 	rrasirng-onrasing akron pada pos-pos 
Neraca. LRA. LO. LPE (periode yang toenakh)r 30 Septerrober 2018 dan 2017). 

- Belum dilakukan konfirrnasi kepada penyusun LK terhadap has)) reviu tersebut 

Gambar 19 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Ariggaran yang belum diperbarui 
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5. Pendistribusian form kertas kerja reviu laporan keuangan kepada 

seluruh auditor inspektorat I 

Kegiatan ke-lima ialah Pendistribusian form kertas kerja reviu 

laporan keuangan kepada seluruh auditor inspektorat I untuk 

dilakukan uji coba pada kegiatan reviu atas Laporan Keuangan per 30 

September 2019 (Triwulan III) DPR RI Tahun Anggaran 2019. 

Pendistribusian dilakukan melalui E-mail @dpr tujuannya ialah selain 

memudahkan juga dapat sebagai sarana penyimpanan sebagai back 

up data saat dibutuhkan. 

Tahapan 	kegiatan 	yang 	pertama 	dilakukan 	adalah 

mengumpulkan alamat email para auditor, yang kedua mengirimkan 

format kertas kerja reviu laporan keuangan melalul email dpr masing-

masing auditor sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan 

aktualisasi mi (Akuntabilitas). Dalam kegiatan ml terdapat kerja sama 

(Nasionalisme) antara penulis dan para auditor untuk memastikan 

apakah kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah dikirim sudah 

diterima. Dalam pendistribusian format kertas kerja penulis akan 

berperilaku yang mencerminkan sikap etika luhur (Etika Publik). Dan 

dengan adanya kegiatan mi diharapkan dapat menjadi titik awal 

membangun komitmen pegawai untuk selalu memberikan kualitas 

terbaik terhadap setiap kegiatan pengawasan intern di lingkungan 

Setjen dan BK DPR RI. (Komitmen Mutu). Tentu saja segala bentuk 

bukti dokumen harus benar adanya (Anti Korupsi) berdasarkan 

kegiatan yang telah penulis lakukan. 
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Tabel 4 Daftar E-Mail Auditor lnspektorat I 

No Nama Jabatan Alamat E-mail 
Tanda 

 
Tangan 

1 Einstinanto, SH., Auditor Muda einstinanto@dpr.go.id  
M.Kn. 

2 Dyah Citra Auditor Muda dyah.ariwidyasari©dpr.go. 
Ariwidyasari, S.A.B., id 
ME.  

3 Heru Nugroho, S.A.B, Auditor heru.nugroho@dpr.go.id  
MAP. Pertama 

4 Fabrina Mustika Auditor fabrina.ekawati@dpr.go.id  
Ekawati, S.E. Pertama 

5 Mas Riky Surya Auditor riky.adinegara@dpr.go.id  
Adinegara, S.Kom. Pertama 

6 Dwi Nartami Setyorini, Auditor dwi.nartami@dpr.go.id  
S.E. Pertama 

7 Hesekiel Marudut Auditor hesekiel.morsa@dpr.go.id  
Morsa, S.E. Pertama 

8 Mikael Abubakar, S.E. Auditor mikael.abubakar@dpr.go.i 
Pertama d 

9 Yulista Tunjung, A. Auditor yulista.tunjung@dpr.go.id  
Md. Pelaksana 

10 Willy Zaher Rahman, Auditor willy.rahman@dpr.go.id  
A.Md., A.K.P Pelaksana 

11 M. Afrizal Ardhi, Auditor rn.ardhi@dpr.go.id  
A.Md., A.K. Pelaksana 

6. Uji coba Kertas kerja reviu laporan keuangan 

Pada kegiatan terakhir ini, setelah form kertas kerja reviu atas 

laporan keuangan telah selesal dibuat dan didistribusikan kepada 

seluruh auditor, atas arahan pengendali teknis, ketua tim dan seluruh 

auditor anggota tim reviu laporan keuangan ml, Penulis mendapat 

kesempatan untuk melakukan uji coba secara langsung penggunaan 

kertas kerja reviu pada penugasan kegiatan reviu atas laporan 

keuangan Per 30 September 2019 (Triwulan III) DPR RI Tahun 
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Anggaran 2019 yaitu pada tanggal 22 - 31 Oktober 2019. 

Pada kegiatan mi seluruh anggota tim yang telah menerima 

kertas kerja reviu Iangsung menuangkan pekerjaan reviu atas 

laporan ke dalam kertas kerja tersebut, adapun yang menjadi 

tanggung jawab (Nasionalisme) masing-masing anggota untuk dilsi 

ialah sheet Kertas kerja reviu untuk menilai Pengendalian Intern atas 

aporan keuangan, dan Ikhtisar Hasil Reviu untuk memaparkan saldo-

saldo perkiraan di laporan keuangan pada saat sebelum direviu, 

saran koreksi, dan saldo akhir perkiraan setelah direviu. Sedangkan 

ketua tim akan mengumpulkan pekerjaan anggota tim untuk 

menyusun Catatan Hasil Reviu yang akan dikonfirmasikan dengan 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan selaku pihak penyusun Laporan 

Keuangan. Kegiatan mi juga menjadi sarana bagi penulis untuk 

melakukan penyempurnaan terhadap kertas kerja reviu berdasarkan 

arahan dari pengguna kertas kerja reviu yaitu auditor. 

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan mi adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam metakukan uji coba dan 

evaluasi terhadap kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah 

disusun membutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan 

Publik ditunjukkan dengan dalam melakukan pengawasan penulis 

harus professional termasuk memberikan kualitas terbaik pada kertas 

kerja reviu atas laporan keuangan mi sehingga dapat memudahkan 

auditor dalam menggunakannya, dan Whole of Government 

ditunjukan dengan system kolaborasi antara penulis dengan auditor, 

dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi mi. 

Pada kegiatan mi, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

melakukan uji coba dan evaluasi terhadap kertas kerja untuk 

mendapatkan kertas kerja reviu Laporan Keuangan yang terbaik untuk 

periode berikutnya (Komitmen Mutu). Dalam kegiatan mi diharapkan 

adanya kegiatan kerja sama (Nasionalisme) antara penulis selaku 

penyusun form kertas kerja dan auditor selaku pengguna kertas kerja 

laporan keuangan dalam penerapan dan koreksi terkait kekurangan 
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serta memberikan saran perbaikan terkait kertas kerja reviu laporan 

keuangan yang telah disusun. 

Gambar 20 Rapat Konfirmasi Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan menggunakan kertas kerja yang telah disusun 

B. STAKEHOLDER 

Stakeholder yang terkait dalam kegiatan aktualisasi ini ialah: 

1. Pihak Internal 

Inspektur I 

Auditor Inspektorat I 

Staff Tata Usaha Inspektorat 

2. Pihak Eksternal 

a) Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
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C. JADWAL KEGIATAN 

Tabel 5 Jadwal Kegiatan 
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keuangan 
sebelumnya. 
Melakukan 
wawancara 	dan 
diskusi dengan ketua 
tim kegiatan reviu 
laporan 	keuangan 
periode sebelumnya. 

3 Membuat format kertas 
kerja 	reviu 	laporan 
keuangan. 

• Membuat 	konsep 
kertas kerja reviu. 

• Menyusun kertas kerja 
reviu 	laporan 
keuangan 
menggunakan 	Ms. 
Excel. 

4 Sosialisasi Pengisian 
kertas 	kerja 	reviu 
laporan 	keuangan 
kepada 	auditor 
inspektorat I. 

• 	Menentukan 	jadwal 
rapat 

• 	Memaparkan 	cara 
pengisian 	berdasar 
pedoman 	di 
persekjen no 6 tahun 
2017 	tentang 	reviu 
laporan keuangan. 

• 	Membuat 	catatan 
rapat. 
Melakukan 	evaluasi 
kertas 	kerja 	reviu 
laporan 	keuangan 
yang telah disusun. 

5 Pendistribusian 
form kertas kerja 
reviu 	laporan 
keuangan kepada 
seluruh 	auditor 
inspektorat I.  

• 	Pengumpulan alamat 
email para auditor. 

• 	Menditribusikan 
kertas kerja ke 
seluruh 	auditor 
dengan 

• 	menggunakan email. 
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6 Uji coba dan Evaluasi 
Kertas 	kerja 	reviu 
laporan keuangan 

• 	Melakukan 	uji 	coba 
kertas 	kerja 
pada 	kegiatan 	reviu 
laporan 	keuangan 
Triwulan III 
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J1 :474 

PEN UTUP 

A. KESIMPULAN 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 

tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah 

satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas-

tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, diantaranya ialah kegiatan 

reviu atas laporan keuangan. 

Dan disebutkan bahwa auditor yang melakukan kegiatan reviu 

laporan keuangan harus menyusun laporan reviu dan didukung 

yang didukung dengan kertas kerja reviu sebagal bentuk 

pertanggungjawaban pereviu, selain sebagai pertanggungjawaban 

kertas kerja juga digunakan untuk menjamin pengendalian mutu 

atas kegiatan reviu Laporan Keuangan KIL. Penyusunan kertas 

kerja reviu dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus 

didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan 

penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK K!L 

periode berikutnya. 

Namun dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan 

keuangan semester I dan semester II tahun 2017 dan 2018, serta 

wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat I, kertas 

kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan 

belum terdapat keseragaman. Hal ini dikarenakan beberapa 

kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan reviu seperti 

keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan waktu, alokasi penugasan, 

dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan keuangan. 

Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip penyusunan 

kertas kerja audit yang balk harus memperhatikan diantaranya 

kertas kerja harus relevan, sesual dengan program kerja, lengkap 

dan cermat, mudah dipahami, rapi, efisien, dan harus seragam. 



Untuk itu gagasan pemecahan isu yang diambU yaitu optimalisasi 

kegiatan reviu atas laporan keuangan melalui penyusunan format 

kertas kerja terstandar di Iingkungan inspektorat I Setjen Dan BK 

DPR RI. 

Kesimpulan terkait kegiatan aktualisasi optimalisasi kegiatan 

reviu atas laporan keuangan me!alui penyusunan format kertas 

kerja terstandar di tingkungan inspektorat I Setjen Dan BK DPR RI 

merupakan salah satu contoh kegiatan yang merefleksikan nilal-

ni!ai ANEKA dan Peranan PNS yang telah ditanamkan kepada 

CPNS pada saat pelaksanaan Latsar. bentuk perwujudan dari nilal-

nilai ANEKA dalam kegiatan aktualisasi ini diantaranya 

Nasionalisme yang ditunjukan dengan adanya kerja sama, 

sikap saling menghormati pendapat dafam diskusi, dan 

musyawarah untuk mufakat pada keseluruhan lini di setiap kegiatan 

pertemuan dalam rangka membahas, mendukung dan 

mensukseskan kegiatan aktualisasi ini. Etika Publik dimana dalam 

melaksanakan setiap tahapan kegiatan aktualisasi ini penulis selalu 

bersikap sopan dan santun, tidak berkata yang tidak baik, 

menyusun laporan secara jelas sesuai aturan yang berlaku, serta 

selalu meminta izin terlebih dahulu sbeeluni melaksanakan rapat 

dengan cara berkordinasi melalui surat undangan. 

Komitmen Mutu ditunjukan dengan komitmen penulis yang 

berusaha menunjukkan sikap profesional untuk menunjukkan 

bahwa penulis bekerja dengan berorientasi dengan mutu, tujuannya 

agar tercipta kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas 

kerja reviu. Sehingga Inspektorat I dapat memberikan hasil kualitas 

terbaik untuk kegiatan reviu laporan keuangan kedepannya, dan 

dengan adanya kegiatan mi diharapkan dapat menjadi titik awal 

membangun komitmen pegawal untuk jangka panjang. 

Selain itu kegiatan aktualisasi mi juga salah satu bentuk 



perwujudan Akuntabilitas dimana hasH dari kegiatan aktualisasi ini 

yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan akan menjadi bentuk 

pertanggungjawaban auditor dalam melaksanakan kegiatan reviu 

atas laporan keuangan. 

Serta niali Anti Korupsi ditunjukan melalul sikap jujur dan 

bertanggung jawab dalam melakukan tahapan kegiatan aktualisasi 

ml, sehingga dapat menghasilkan output sesual harapan. Juga 

kertas kerja ini merupakan bentuk transparansi auditor dalam 

melaksanakan kegiatan reviu atas laporan keuangan. 

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyususnan 

kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam 

melakukannya. Pelayanan Publik ditandal penulis harus 

professional termasuk memberikan kualitas terbaik dari hasil reviu 

mi, dan membiasakan diri untuk bersikap jujur, dan Whole of 

Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara auditor 

Inspektorat I dalam upaya mendukung pelaksanaan aktualisasi mi. 

B. SARAN 

Saran dari penulis untuk penye!enggara adalah terus 

meningkatkan kualitas mutu dari peserta latsar dengan cara 

meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan 

kompetensi tidak hanya pada saat latsar berlangsung tapi setelah 

proses latsar, untuk tetap memberikan kesempatan-kesempatan 

dalam pengembangan diri yang mendorong peningkatan kualitas 

SDM di lingkungan Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR 

RI. Selain itu pemilihan mentor dan coach dalam aktualisasi 

diusahakan jauh hari sebelum kegiatan latsar sehingga para 

peserta dapat melakukan persiapan yang Iebih matang. 
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Ae 	 SEKREiARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

YTII. 
1. INSPEKTUR 1: 

K.ABAG TU ITTAMA; 
PARA KASUBAG TU ITTAMA; 
AUDITOR INSPEKTORAT I: 
AUDITOR INSPEKTORAT II; 
JFU; 
PFNPN. 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 
JAKARTA 

Eeran n kani san':ak, balwa nsnektorn I Sk tanatier,drnI dan Badan 

:Keahuar. D?R R: akan me!aksarakn Rapal pada 

HaifTangga 	Sra, 7 Gkcber 2019 

Pukul 0930 1!B - Ssi 

Tem:a 	 P.R rspakorat Gadjna Sjar dan BK DPR RI LL5 R. 508 

Acara 	 Rapt Kordinasi dalarn rangka OpIlmallassi kegiaan CPNS 

n3pekaraI I Seter dan BK DFR RI 

anikian, aras cerhalar, dan kabadiran Sjdra dcapkan terirna lash 

hSPEKTUR I, 

IL 
D r. 	BARLIANA S.,M.Psi. QIA. 
NIP.1 9620926 198803 2001 

rpktr ft [nra 
SskrnrarLal Jer.dsrt Jan D.dar Kaarilsn DIR lOt 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN cEAHLiAN 

DEWAN PERWAKILJ RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

	

.:'•; 	.rKCEL FC'. 
1; 	•1 	 ,1r 

DAFIAR HADIR 

IPR P 

1 

NO 	 NAr•A 	 JABATAN 	 TANDA TANGAN 

2 	
Firccy PIr Syakur. S H V1,H.. M v.q 	aw 

Hana.aj', S Sos 	 Ka5-3TU TAMA 
 

UaN.raja-, 5.5 	MA B. KaaubbaKpj 	Dan Unum 
 

AfriatyTa.juno, SE,. M.E. asu5tao EvaLa 	an Paanrsn 

Tintag Sprvar.e,, S Sos. iasubba,o ?erenc5r.sa 	Can Vauaroan 

7. 
Moa, S.E AuD 

ira SE H 	P u 	tor MZ dva  

N'Jrhariyani SE. MM. A,tor  Muda 

.,, 	ErsIir.ar:: 	S H.. M.r'r .°u3tor Muda 

Denny Rrrsd'n S P 

Tayo.c, S P 	 or Pzlama 
__ 



- - 

2 	Sr •r:ss 

--- •--'- 

23. 	Ri Ardrh. SE, 2'sn 3 - i Kebjka 

r.d5 Tusila Wai Feuudrir.is1rusjUmu 	 ,_. - 

SuriunIu S)-1cm. Puruiu!a Data 

Ara 	uta'af Psgaurrr-isrusi U''jrn 

2 7 	Pi r,.sa S;sa. S E 
-----4 

Peeca Data 	 - 

26 	sf3 	MuIau Pence'u Data 

2 	Astou Derya GBmar7D 5E Punisur Bas 	Kc-tkn 

30.Zshc 	Aanius.  S IAN. 

31 	Muhunmad Ium 4.itarksa, SE Peryu2u3 Esn 	biaicar.  

	

32. Alsu 3mii7, SE 	 ?ei,uuur Eahan Kubijukar- 

S 	 2vsn 

	

Zu!ka Sauria, S F. 	 . P ,;JiiI E.ShI Kb ussr 
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42 

45 

inspeklur .1, 

Dr. Dewi Barliana S.. M.Psi.. QIA 

NIP. 196209261958032051 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JL JENDERAL -ATOT SIJBROO JAKARTA KODE POE C20 

TELP(C91: 5715342 FAX 021 57i0A23 / Y'15395 VnEBSTE 	;• 	 d 

DAFTAR HADIR 

3r/ OpcSor ?C1E 

5530Wi3seiasa 
~ba'iq REpal Ir.snekrat I LI. C533 0dun Ee:en dn 3K DPP I 

Rapat Kc•ordNai dalri rank3 perrant3p R3r nnnjn Pktua<sas; dergar- nduI Cpms<aai 

eiaIan Reviu a'as Lannrn KJ3r,c3rI mI.nui envusur..r Ion-rat er1s nra terstardar .11 
inrungar) lns7ktorat I Sen dan 31< ERR RI 

NO 	 NAMA 

1. 

 

M. Atrjzal Ardin A Md 
Narasusnher 

AK 

INSTANSI/NPUP 	 TANDA TANGAN 

Iflspaktur I 

Dr. Dewi Barliana S. MPsi.. OIA 
NIP. 196209261993032001 



IAPORAN SNGKAT 
RAPAT DALAM RANGKA PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI 

OPTIMALISASI KEGIATAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN 
INSPEKIORAT I 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLLAN DPR RI 

HarhiarqoaI 	 Seniri, 07 Dktcber 20 
/k1u 	 Pukul 09.32 WIB s.d seicsai  
Tem-p at 	 Ruang Rapat In peuaat I 
Prnninan Rapa 	 napekiur I 
Peserta Rapat 	 1 Ibu Muiyati. S.E Pen;enda Teks) 

Dyah Cira Arwidvsari, S A.B M E. (1Mentor 
Auditor lnspekvat Utarria 

AgS.lrJa Rapal 	 Pernanaran Pancangan Aktijasasi dengan judul CpiimaI;sasi Kegietan 
Reviu Alas Laporan keuanan nr&a!ui per.usunari fornat kertas keria 
teralandar di lingl?.urpi Irspektc.rat i Seen dan BK DP R[. 

Catatan Rapat 

Repel dibula nleb pimpinan mOat pada puku 09.30 WB. 

Rapat berljuan untuk rmemaparkan mar,ca-.caa aktualisasi dengen udul OpinraIsasr Kegiutarr Pewu 

Alas Lanorar ceucagan rreIau njsunurr !crmet hers .era lerstandar di iingkurgan Inspektorat I 

Seeir dan BK DPR RI 

P.danya rnasukan IerkaI kuescrer eaa!uasl kugiatan audit IisDek;CIeI o!nh pihak audilee dinrana 

nude raoat ini adalah S:ro Protckoi sebagar aaditee diantaranja 

a kleiakuka.i penyasualan terhadag kuiDrn penrilban urnl akutansr yang lerdapat nude kertas kerje 

re!iu laucran keuenqan rrenurt Persekrn No. S farun 20t? dengan kurtas kerja ovIu 'nperur 

ecanqan /urg alcan I:susun. neng'rgar renys ada nail nil acunie.si ii Saer den BK DPR R 

seb race rarus esusikiun nO iudr nuna dissakun k0 ' 311 1 APA 

o Meakukan pencensaIrl annat-Iungkah / U, 	yarg turdeOsi dacam kertus kena 'eva 

anoran kejurgar dampep. cednnn di Ss!er dna 0 CPR 



ur TOM AWAqwY wg 0 moan ph out Tenumar,  rot' 
c•cr' kenjav tuds7ini OKA val Wo b' so ww rn epwi €u wous ,i 

L[:h mern:r& 	iha' 	 : 

anrgr awalk sl 

1emp1tia I'iI' rIs 'ij 	kdr?. 	 uor iai i!c; •iercan 
Ljjun rnernpeIh er 	 SSLa 	5•jir. e.t jra jai 

P 	 ;da piki 2 

Jkra 07 O:tcbec 201 

Dr Dev 1  6ana S, M.Psi, Q!A. 
NIP 192026 DB8O32 001 



Catatan SaranjMas ulcaniRakomendasj yang diterima dan hasil pomaparan 

Rancancjari Aktualisasi dengan judut Opdmalisasi Kogiatan Reviu Atas 

Laporon kouangan melatui penyusunan format kertas korja terstandar di 

Iingkungan Inspektoraz I Sotjen dan BK DPR RI. 

HarI;inc: 	Ser'n 7 Ctnei 

Aiktu 	32 30 - 

Tampa: 	Ruag Rapat Insoakmat I LI 5 Gedung Satan dan BK DPR RI 

No I 	SaranhfvlasukaniRokomendasi 	Narna/Jabatan 	Tindak Lanjut 

1 	Melakukan peryesuaian terhadap kotorn Fabr:na Must/ia 

pamilii-ran unit akuntansi yang tardapat Ekavati, S.E. 

• pada kartss kerja reviu aDoran keuangan Auditor Pertanra 

menurut Perselcjen No. 6 Tahun 2017, 

dengan kerlas kerja rev/u taporan 

keuancan yang akan dsusun, mengingat 

hariya ada satu unit akuntansi di Selen 

dan BK DPR RI sehinaga harus 
• disesuaikan rnenjadi hanya disisakan 

kolorn UAPA.  

MelaicuRan penyasueian Iangkah-Iangkah i Heru Nugroho, S.A.B. 

/ tahapan reviu yang terdapat dalam MAP. /Auditor 

kertas kerja reviu laporan kauarrgan Pertama 

dengsrr keadaan di Setjen dan BK DPR 
RI.  

3 	Membuat bagan alur terkait kegatan- I Dvah Citra 

kegiatan yang dilakssnkan pada saat Ariwidyasari, S.A.B , 

meiaksanakan rev/u laporan keuangan M E / Auditor Muda 

berdasarkan PKA yang telah dibuat oleh 
ketua tim kegiatan reviu aporan 
keuarrgan.  

4 	Lebrii rnemperjelas pembohasan terkait Dyah Citr 

kagiatan rev/u laporan keuangan ku Arwdyssari. S.A.B, 

sendiridalam rancangan akIuasasL 	M. / Auditor Muda 

5 	Memperkuat dan Iebih in:ens untuk I Dade M Rieswanto. 

melakukan koordinasi dengan para 1 AMd / Stat 

auditor ban mentor derigar, tujuan j Inspektnrat I 

mernperoteh kertas teia yang sesuar 

kabutuhari. lepat gur.a ban mudab 

Jthoahami 	 ____ 
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5U)h. 

S5.I.INN 

E10u;R.-\N MENTERI KEU.ANCAN RIPINLJK INDI, NESIA 

Ni)MOR 270/PMN.05'2014 

TENTANG 

PENER\PAN SlAND-\R AFL'NTANS1 PEN1ERINTAFIAN BER13A1S AKRUAI. 
PADA PE?IERINTAH PUSAT 

DENGAN RAHIOATTURAN YANG MAHA USA 

MENTERI KEU\NOAN REPUBUK INDONESIA, 

MenimbanE a. batiwa scsuai kewnivan dalw -n Peraturan Pemerititah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar A1untansi Pernenntahan Pernertntah 
merierapkan Standar Akuntansi Pemerintahan I3ei basis Akrual mulal 
tahun anggaran 2015; 

baha'a dalarn rangka pencrapan standar akuntars, pemerintahan 
berbasis akrual khusus tintul< pemcrintah pusat, perlu mengatur 
keterituan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrusl pads pernerinta.h pusat; 

bahwa herdasarkan perlimbarigari sehagaimana dimaksud dalam 
hurul a dan huruf b, perlu meneiapkan Peraturan Martian Keuangan 
tenrang Pe-nerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Barbasts Abrual 
Pda Pcrnerintah Pusat; 

Mengingat 10 tentang Standar 

	

Akuntansi Pemerintahari Lerabaran N 	ep egara Rublik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165k; 

MEMUTUSKAN 

Meneiapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STANDAR 
AKUNTANSI PEMERI NTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEM ER! NTAH 
PUS AT. 

Pasal 1 

DaILm Peraturan Mcnteri tnt yang diniaksud dengan 

SAP - !3ertatsis Ai-trutd adalah pnnsip-piinSlp akunlans, y.lrig 
diterapkan dalam menvusun dan menvalikan Iaporiin keuargan 
pernerintuh sang ntangakui pendapatan, heban, anal. titang, dan 
akuitat dalarn pcktpoc'an linansial berbasis zikrtzu sertu mengakUi 
panda paran be lanj a dan pernttiu -tao Salt in pals pon pelakas n )LSfl 

anggari n berdusarkan iii s-ia van ditatapl<aIl dub' rn Anagara n 



MENR 
i-eisa 

SALIN'N 

RAN 	 4c ;A N UF.li 31_i I' I NlJ('r 	:-;I A 

NOM' I 	 ['iiIR u:' :3915 

TENTAN(i 

srArIUAR RI5'IL AlAS LAPURAN KE1JAI4AN 

KEMENIERIAN NEGARA/ LENlr3Ac'A 

)ENGAN RAFINIAT FLHAN Y'iN NI.-\I'IA E:A 

MENTERI KEUANOAN REPUBLIN INDONESIA. 

b:ilaii L,iiIiIk nil: 	15 , ! 	ks, kctcrituiia ['.isI 5' rant (-51 

Peratri ran P':,aeri n t:-,h Nornir ri') Ta h i a 2006 tcnta ng 

Sitarzi F )gnr,dalisii Intarn P anlIsh. i-Id cIci,ipk -mn 

Pnraftrur, Manna, Enuangan N 1111)1 4 1 / PNIN (ci 20 10 

tan I ar,g Starais r Pci-i Alas Li1 is a N-ui agart 

Kcnicr,Ieriar, 	Ncga,-1,,  Lenibida 	ile(3nn 	Incaa , .-tlrk , n 

S ta ida r /1 Ii rita, ,i laniar jr n,h,, a E3c,brs,s Ni', Mar, 

Akrual; 

b 	hal -ins intuk inn, Iui,n 	perii,il-:tIari irtialas 	Lapa sir 

rip-i F Keninri lairs a N-;-n-ir, ; L,- a 1 un v ap drt,c an 

derigan U,Tr ari,kuTi StunI,i .  .'\-: uriLurii 1I,,c:_II1IZJF,aIl 

F.,rrbrinni ,dcr'nil scIiur.iniiuui diaii,;,muiiran c1uIni 

Pars Lt,ru a P'-n,ari r,&th Nan ar 71 liEu a 2' 	Lanai r' 

du,- 	Al;unis us 	Fin tar,,, dIll a 	patlu 

Peratuzan iilani!n, K:1,ann111 	-a,,r-'i-f'ML  

-: 	Inns - s 	terni 	kr,, 	prtiuIihang;rr 	-srl;,n:;iin;il4 

2,i,akii.iri -t.,i.iD h,rri .i -1 a Eniul 0 

i •../\  
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hi ,p,k.ih 'anI.I[',Ior hnn51.IJIhir l -a,n.: tAint,, lIt,- 

16LA J,lnL,L1t r't'tntIiAtA" 
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Pnl l'nInAnn.r, 

It'LAt AAI 	 AShEn irnnnl,nn'. I 
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Riahdp p4nan8ap4o n,l.,i ymil; tardapal Neroar, IRA. 10, LPE pualode yanc bR,akhle 30 Ocpturrrbee 3018 dan 2017) 

Tar'T.pal perheciaar II 00m3L'Jpam 'la. 'POOP? -don 2'???' villa ytip crier,, I/30.l 100 

Opd 89 240 12 "2. mr/edO 	i;air 'ran: rolea 'arIa 10 OuT 38? 0"? 014, 
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braLb, JO Saple.eaanr 3923 dam 2017? yan0dlairpulan poOl Sara 00,,, Dnnul, brdn4 

Adnmi,,cl'a,. !le,nlr 0lI111J'?F0l1ul OCR OIIR,'2012 lan47Ii 26 (I/lube ,  201? 

Slav InlIrplAr 110,0 pailS Iprella In pnrOI.rgl4940 014 fl.iai 'r,llrg'.nat'rrg alan Dad,. ,v.. (01 

50054.100,20 IPI purinA,, sang bnrOl.0" 3,2 Saprininur 7020 dan 2017/ 

Stun, dl ,L,,34', kOnI , rm51,  Irpod,, 11l11a,n In trIadIc FrJtd awl lrrM'b,I 
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SEKRETARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT REPUBL!K INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATO7 .SL'3ROC JXpTA KCDE P05 10171 
TLP 02 575 34P FAX. 02l 57 423 575575, WESSITE 

IJK op 
Pt!flq 

Daraja: 	Senra 
argon 

YTH. 
1. INSPEKTUR II; 

KABAG TU ITTAMA; 
PAR.4 KASUBAG TU ITTAMA; 
AUDITOR INSPEKIORAT I; 
AUDITOR INSPEKTORAT II; 
JFU; 

8, PPNPN. 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 
JAKARTA 

Borsama Ira kaim sarnpaian, bahwa Inspekioral I Sekretariat Jerderal dan Badan 

Keahijan DPR RI akan melaksanakan Rapat pada: 

Han/Tanggal 	Rabu, 23 Oktober 2019 

Wakia 	 : Pukul 1300 WIB - Selesni 

Tompat 	 R.R. Irspektnral I Gedung Setjen don BK DPR RI Lt5 P 508 

Acara 	 Papal Tim Reviu Laporan Keuangan DPR RI Triwjlan III Tahurr 

2019 

Demikion. alas perhatian dan kehadiran Saudara. diucapkan terima kasih 

INSPEKTUR I, 

6~~Y- 
Dr. DEWI BARLIANA S.,M.Pai. QIA. 
NIP.196209261988032031 	

—r 

'enbjsn 
nupektur U1ama 
ororarjaI Jnn,oral dar Badar, Kanhar OPP RI 



SEKRETARLOJ JENDERAL DAN BADAN KEAHLAN 
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SE}RIAR1S iENDRAL 
DEWAN PER U<iLlN RKYAT 

REPUBLII< !N!)ONESIA 

PERATU RAN 

SEKRETARJS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLII< INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETAR!S JENDERAL DEWAN PERWAMAN RAKYAT REPUBUKINDONIA, 

Menirribang : a.bahwa untuk mencrapkan sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan berdasarkan standar -  akuntansi 

pcmerintah SAP) yang berbasis akrual, maka laporan 

kcuangan Dcwan Perwakilan Rakvat Republik 

Indonesia harus dihasilkan rncla]ui sistem akuntansi 

instansi yang cusamp3ikan secara tcpat waktu, 

disusun dengan mengikud standar akuntarisi 

penierintahan dan dir-eviu oleh Inspektorat Utama 

Sekretarjat Jenderal dan E3adan Keahlian Dewarr 

Perwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia; 

bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan Dewan 

Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas dan dapat 

dipertanggungjawabkari 	serta 	mendorong 

pcnyclenggaraan keperncnn tahaan yang baik, 

diperlukan pedornan rviu atas laporan keuangan 

Dewan Perwaki!an Rakvat Republik Indonesia; 

bahwa bci-dasarkan perrirnbangan sebagaimana 

dimakaud dalam hurul a dan hurul b, per!u 



menetapkan Peraturan Sekrctaris Jcndcral Dewan 

Peruiakilart Rakyat Republik Indonesia tentang 

Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangari Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Mengingat 	1lindang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penye1crggaraan Negara Yang Bersih dan Bbas dan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung ,Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 

Peraturani Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

S istein Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia )Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

5. Peraturan Sekrctaris Jendcral Dewan Perwakilan 

Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Keda  Sekretaniat Jenderal dan Badan Keahtiani 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

U 



sebagairnana telab diubah dengan Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Devan 

Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekrctariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PER WAKILAI4 RAXYAT REPUBLII< INDONESIA 

TENTANG PEDOMAN REVIU LAPORAN KEUANOAN 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pcrwakilan Rakyat mi yang 

dimaksud dengan: 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia yang selanjutnya discbut Setjen dan BK DPR RI 

adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara 

sebagaimana dirnaksud dalam peraturan perundang-undangan, 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang 

menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi 

anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

Anggaran Pendaparan dan Betanja Negara selanjutnya disebut APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LI< 

DPR) adalah hentuk pertanggungjawaban Setjen dan BK DPR RI atas 



pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK yang 

dihasilkan dari proses akuntansi. 

Reviu adatah penelaahan atas penyetenggaraan akuntansi dan 

penyajian LK DPR aleh auditor Inspektorat Utama yang kompeten 

untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah 

diselenggarakan berdasarkan sistern akuntansi dan pelaporan 

keuangan instansi dan LK DPR lelah disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan, dalam upaya membantu Setjen dan BK DPR 

RI untuk menghasilkan LK DPR yang berkualitas. 

Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR secara 

benar dan tepat. 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya 

disebut SAL adaiah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi, znulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran sampal dengan pelaporan posisi keuangan dan 

operasi keuangan pada Setjen dan BK DPR RI. 

S. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah 

suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan 

untuk memberikart keyakinan yang memadai dalam pencapaian 

efektivitas eflsierisi, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian LK DPR. 

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data 

berupa disket atau media penyimpanan digital Iainnya. yang 

berisikan data transaksi, data buku besar, dan/ atau data lainnya. 

Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua 

bararig yang dibeli arau diperoleh atas beban APBN atau berasal dan 

perolehan lainnya yang sah. 

Dokumen Sumber adalab dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti 

untuk menghasilkan data akuntansi. 	 - 
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Entitas 	Akuntansi 	adalah 	unit 	pemeriritahan 	Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib 

menyelcnggarakan akuntansi dan menyusun LK DPR untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. 

Entitas Pelaporan adalah unit pernerintahan yang terdiri dari satu 

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 

	

perundang-undanigan 	vajib 	menyampaikan 	laporan 

pertanggungjawaban berupa LEC DPR. 

Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang 

didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan 

memen uhi persyaratan ketentuan perundang-u ndangan. 

Keandalan infarmasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang 

didasarkan pada fakta secara jujur, dapat diverifikasi, bebas dad 

pengertian menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material. 

Laporan Operasional selanjutnya disebut LO adalah laporan yang 

menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas 

dan penggunaannya yang dikelola oleh pemeriritah pusat/daerah 

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode 

pelaporan. 

Laporan Perubahan Ekuitas seianjutnya disebut LPE adalah laporan 

yang menyajikan informasi kenaikan atau penununan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkaia dengan tahun sebelumnya. 

Laporan Realisasi Anggaran sclanjutnya disebut LRA adalah laporan 

yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 

surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 

dalam satu periode. 

19, Neraca adalah laporan yang menyajikan inforrnasi posisi keuangan 

Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu aset, utang, dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. 



20. P1aporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu 

transaksi ke dalam akun LI< DPR berdasarkan kriteria yang diatur 

dalam SAP. 

21. Pengakuan transaksi adalah penctapan terpcnuhinya kritcria 

pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga 

menjadi bagian yang rnelengkapi unsur akun LK DPR dengan kriteria 

mln(mum yang harus dipenuhi oleh suatu transaksi untuk diakui 

adalah: 

terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan 

dengan transaksi tersebut akan mongalir keluar dad atau masuk 

ke dalam entitas pelaporan; dan 

trarisaksi tersebut mempunyal nilai atau biaya yang dapat diukur 

atau dapat diestirnasi dengan andal. 

22. Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk 

dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun LK DPR, pengukuran 

akun dalam LK DPR menggunakan nilai perolehan historis, dimana: 

aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas/nilai wajar dan 

irnbalan yang diberikan untuk rnemperoleh aset tersebut, dan 

kewajiban dicatat sebesar nilal nominal. 

23. Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan 

data untuk menghasilkan LK DPR, mulai dari pengumpulan, 

pencatatan, dan pengikhtisaran data. 

24. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

yang nienupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Setjen dan 

BK DPR RI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan 

suatu program. 

25.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP 

adalah prinsip-pninsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

26. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit organisasi 

Setjeri dan 13K DPR RI yang bersilat Iungsional yang melaksanakan 

I, 

'IL- 	
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fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dan 

Unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi baranig. 

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit 

akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat 

satuan kerja. 

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) 

adalab unit akuntansi pada tingkat Eselon I yang oiclakukan 

k-egiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPi\ serta UAKPB 

yang Iangsung benada di bawahnya. 

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah Unit akuntansi 

pada tingkat Sctjen dan BK DPR RI (Pengguna Anggaran) yang 

melakukan kegiatan penggabungan LK DPR seluruh UAPPA-EI yang 

berada di bawahnya. 

Pasal 2 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat mi merupakan 

instrumen bagi Inspektorat Utanna Setjen dan BK DPR RI untuk 

menjalankan pelaksanaan Reviu atas LK DPR. 

Pasal 3 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan 

untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual dan menyajikan LK DPR yang berkualitas. 

Pasal 4 

Ruang Iingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

mu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan prosedun Reviu. 

Pasal 5 

(I) Pedoman Reviu LK DPR tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penaturan Sckretaris 

Jendenal Dewan Perwakilan Rakyat mi.  
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(2) Contoh-contoh format dalam pelaksanaan Standar Reviu tercantum 

dalam Larnpiran 11 yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat mi 

Pasal 6 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia mi mulsi berlaku pada tanggai ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Februani 2017 

Pit. SEKRETARIS JENDERAL, 

iuncd.S.H..M.Hum.jv  

NIP. 1957 9111984031002 



LAMPIRN I 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAE1LAN RAKYAT REPUBLII< 

INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG 

PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN 

DEWAN PERWAXILAN RAKYAT REPUBLI}( INDONESIA 

A. PENDAHULUAN 

Reviu atas LE DPR pada hakikatnya bertujuan untuk meyakinkan 

keandalan informasi yang disajikan dalam LK DPR Semesteran dan 

Tahunan, namun rnengingat keterbatasan waktu antara batas akhir 

penyusunan LK DPR dan penyampaiannya kepada Mertteri Keuangan, 

maka Rcviu dimaksud perlu dilaksanakan bcrsamaan dengan 

pelaksanaan anggaran dan tidak rnenunggu setelah L}( DPR selesai 

disusun. Setain iW, mengingat peran dan fungsi pengawasan intern 

pemerintah dalam rangka mernbantu dan mendorong penyelenggaraan 

kepemeriritahan yang baik, maka Reviu atas LK DPR juga bertujuan 

untuk membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepubUk 

Indonesia dalam menghasilkan LE DPR yang berkualitas dan dapat 

dipertanggungawabkan. 

Dengan ciernpertimbangkan kewajiban Reviu dan peran pentingnya 

dalam membantu peningkatan kualitas LK DPR serta amanat Pasal 57 

ayat (5) Peraturan Penierintah Nonior 60 Tahun 2008, perlu disusun 

Pedoman Reviu LEt DPR sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reviu. 



TUJIJAN REVIU 

Tujuan 	Reviu 	adalah untuk membantu 	terlaksananya 

periyelenggaraan akuntansi dan penyajan LK DPR dan memberikari 

keyakinan terbatas rnengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan 

informasi LK DPR serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi 

sesuai dengan SAP kepada Sekretaris Jenderal Dewan Pei -wakilan Rakyat 

Republik Indonesia, sehingga dapat rnenghasilkan LK DPR yang 

berkualitas. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila Pereviu menemukan 

kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesaiahan dalam 

penyajian laporan keuangan, maka Pereviu bersama-sama dengan Unit 

Akuntansi harus segera melakukan perbaikan danJatau koreksi aLas 

kelemahan danJatau kesalahan tersebut secara berjenjang. 

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatalcan pendapat 

sebagaimana dalam ziud it, karena dalam Rcviu tidak mencakup pengujiari 

atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian 

catatan akuntansi dan pengujian aLas respon terhadap permintaan 

keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan 

melalul inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu 

lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. 

RUA?iG LINGKUP REVI1J 

Ruang lingkup Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan 

akuntansi dan penyajian LK DPR, termasuk penelaahan aLas catatan 

akuntansi dan Dokumen Surnber yang diperlukan. Ruang Iingkup Reviu 

tidak mencakup pengujian atas SP[, catatan akuntansi, dan Dokumen 

Sumber, sert.a pengujian atas respon permintaan keterangan, 

yang biasanya dilaksanakan dalarn suatu audit. 
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Reviu dititikberatkan pada Unit Akuntansi dan/atau akun LX DPR 

yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalarn penyclenggaraan 

akuntansi dan/atau periyajian LX DPR. Rcviu d1aksanakan dengan 

menggunakan pendekatan beenjang yang mencakup unit-Unit 

Akuntansj pada Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu UAKPA, UAPPA-El. 

dan UAPA, serta UAKPB, UAPPB-El dan UAPB. Pendekatan berjenjang 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing 

tahapan Reviu. 

Revju terutama dilakukari rnelaLui serangkaian aktivitas: 

penelusuran LX DPR ke catatan akuntansi dan Dokumen 

Sumber; 

permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, 

pencatatan, pengklasilikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

transaksi, aerta proses kompilasi dan rekonsiliasi LX DPR antara 

Unit Akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara 

berjenjang; dan 

analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang 

kel ihatannya 

tidak biasa. 

D. SASARAN REVIU 

Sasaran Reviu adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia mernperoleh keyakinan terbatas bahwa 

penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAl dan LX DPR disajikan 

sesuai dengan SAP serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu bilk Indonesia dapat merighasilkan LX DPR yang berkualitas. 
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WAKTU PEIAKSMiAAN REVIU 

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksariaan anggaran dan 

penyusunan LK DPR. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah Rei,iu 

dilakukan bersarriaan atau sepanjang petaksanaan anggaran dan 

penyusunan LK DPR Semesteran dan Tahunan, serta tidak menunggu 

setelah LK DPR tersebut selesai disusun, F-Ial mi perlu dilakukari 

mengingat keterbatasan waktu antara batas akliir penyusunan LK DPR 

dan penyampaiannya kepada Menteri Keuangan. Dengan waktu 

pelaksanaan Rcviu sebagaimana tersebut di atas, diharapkan lnspektorat 

Utama Setjen dan BK DPR RI memiiki cukup waktu untuk dapat 

membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia rnenghasilkar'. LK DPR yang berkualitas. 

KOMPETENSI PEREVIU 

Untuk mendukung dan merijamiri efektivjtas Reviu atas LK DPR, 

perlu diperUmbangkan kornpetensi Pereviu yang okan ditugaskan. Scsuai 

dengan tujuan Reviu atas LK DPR, maka tim Reviu secara koiektif 

seharusnya memenuhi kornpetensi sebagai berikut: 

rnenguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 

menguasai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi 

(Sistem Akuntarisi dan Pelaporan BMN); 

memahami proses bisnis atau kegiatart pokok Unit Akuntansi 

yang direviu; 

menguasai dasar-dasar audit; 

menguasai teknik komunikasi; dan 

memahami anaijais basis data. 



OBYEKTIVITAS PEREVIU 

Pereviu harus obyektif dalam melaksanakan kegiatan Reviu. Pririsip 

obyektivitas merisyaratkan agar Pereviu melaksariakan Reviu denganjujur 

dan tidak rnengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian 

seimbang atas sernua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleb 

kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. 

HEYAKINAN TERBATAS HASIL RBVIU 

Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam Reviu meliputi: 

1. Keyakinari terbatas atas akur -asi informasi antara lain diperoleh 

dengan 

a. membandingkan saldo akun Ll< DPR terhadap buku besar -  dan 

b.membandingkan saldo akun LK DPR terhadap laporan pendukung 

(misalnya saldo akun Aset Tetap terhadap Laporan Posisi BMN di 

Neraca), 

2. Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh 

dengan: 

menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi 

keuangari derigan data transaksi BMI4; 

menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SAl dengani 

data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dad SIMAI< BMN 

dengan data dari KPKNL, dan 

menilai proses inveritarisasi E3MN oleh Unit Akuntansi. 

3. Keyak.inan nerbatas atas keabsahan inforrnasi antara lain diperoleh 

dengan: 

a. menilai proses verifikasi Dokumen Sumber transaksi keuanga.n 

atau transaksi BMN; dan 



b. nienilai proses otorisasi dokurnen transaksi keuangan atau 

transaksi 

BMN. 

4. k'eyakinan terbatas aLas perigakuan, pengukuran, dan pelaporan 

diperoleb dengan menilai penyajian akun-akun dalam pelaporan LK 

DPR berdasarkan SAP. 

L TAflAPAN REVIU 

Untuk rnendapatkan basil yang rnemadai, Reviu perlu dirancang 

dengan baik pada tiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan Reviu. Pada setiap tahapan Reviu tersebut, 

Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI dapat nielakukan koordinasi 

dengan pthak-pihak yang terkait, baik penyusun laporan keuangan pada 

tingkat UAPA dan UAPPA.El maupun instansi pemeriksa keuangan yaitu 

BPK RI. 

Tahap perencanaan Reviu pada pokoknya meliputi kegiatan untuk 

meriyeleksi dan xnenentukan obyek Reviu, proses penyelenggaraan 

akuntansi dan akun LK DPR yang akan Direviu, dan pemulihan langkah-

Iarigkah Reviu. Tahap pelaksanaan Reviu mencakup kegiatan penelaahan 

atas penyelenggaraan akuntansi dan LK DPR pada unit Reviu, serta 

penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR). Tahap pelaporan Reviu mencakup 

kegiatan penyusunan Catatan Basil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu 

(IHR), dan Laporan Basil Reviu (LHRh yang dilakukan secara beijenjang 

rnulai dari tingkat UAKPA sarnpai dengan tingkat UAPA. 

Sebagai dukungan atas pelaksanaan Reviu, Pereviu dapat 

rnelakukan pendampingan terhadap Unit Akuntansi Sekretariat Jenderal 

DPR RI selarna pelaksanaan pemeriksaan LK DPR oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Rangkaian aktivitas pendampingan pemeriksaan BPK 

diawali melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR dalam hal mi Biro 



Perencanaan dan Xeuangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tujuan kegiatan 

pendampingan adalah untuk membantu efektivitas pelaksanaan 

perneriksaan UK DPR oleh BPIK. Sejurnlah aktivitas yang dilakukan dalam 

pendampingan penieriksaan BPK antara lain adalah: 

a. menjelaskan kepada BPK mengenal basil Reviu atas LK DPR agar 

dapat digunakan oleh BPK;. 

b, mendukung kelaricaran pelaksanaan pemeriksaan BPK; 

e. mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Unit 

Akuntansi pada sast pelaksanaan pemeriksaan UK DPR oleh BPK; 

membantu periyarnaan persepsi Unit Akuntansi terhadap temuan 

hasil perneriksaan BPIC; 

rnendampingi Unit Akuntansi dalarn pertemuan akhir derigan 

BPK untuk membahas basil pemeriksaan atas L}( DPR; dan 

mendorong Unit Akuntansi untuk segera memperbaiki UK DPR 

berdasarkan hasil perneriksaan BPK. 

Pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan BPK dikategorikan 

sebagai laporan intern untuk keperitingan manajerial. Laporan dapat 

dibuat dalam bentuk surat, laporan singkat atau Nota Dinas kepada 

pernberi tugas. Dalam hal diperlukan laporan dapat disarnpaikan ke 

Sekretans Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(tergantung pada substansi masaish yang dihadapi). 

1. PERENCANAAN REVITJ 

Tahapan perencanaan Reviu diawali dengan pembangunan 

kon-iitrnen pads tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI untuk 

menghasilkan LK DPR yang berkualitas, yang diantaranya melalui 

penetapan target opini LK DPR yang akan dicapai. Selanjutnya, 

apabila diperlukan maka Inspektorat Utarna Sekretariat Jenderal DPR 

RI menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan 



kualitas LX DPR. Dalam rnenjalankan tugasnya, fungsi tersebut 

rne)akukan koordinasi secara intensif dengan unit/leinbaga terkait, 

seperti penyusun LX DPR, dan BPK. Koordinasi diperlukan untuk 

mengideritifikasi permasalahan yang berkaitan derigan LK DPR, 

termasuk di dalamnya pendalaman ternuan beserta tindak lanjut basil 

perneriksaan BPK alas LX DPR periode sebelumriya. Meialui 

koordinasi tersebut diharapkan akan dapat rnenghasilkan 

perencariaan Reviu yang efektif untuk menentukari Unit Akuntansi 

dan akun-akun signifikan yang akan Direviu. Tahapan perencanaan 

Reviu selanjutnya menpakan aktivitas perencanaan Reviu individual 

yang meliputi penyusunan tim Reviu, pemahaman obyek Reviu, dan 

pernilihan prosedur Reviu berbasis risiko yang akan digunakan. 

Penyusunan 	tim 	Reviu 	dilaksanakan 	dengan 

mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif 

harus terpenuhi. Tim Reviu sekurang-kurangnya terdiri dan 2 (dua) 

orang, yaltu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (Xi'), serta apabila 

dipenlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali 

Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu Reviu alas 

LX DPR. Sebagal dasar pelaksanaan penugasan Reviu atas LX DPR 

maka lnspektur Utarna Setjen dan BK DPR RI membuat dan 

menandatangani Surat Tugas Reviu, Surat Tugas Reviu sekurang-

kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas dan susunan Tim, 

tujuan, ruang Iingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan Reviu. 

Contoh bentuk Surat Tugas disajikan pada Format 1 Lampiran 11. 

Penyeleksian dan penentuan obyek Reviu dilakukan dengan 

menggunakan kritenia-kritenia antara lain sebagai berikut 

a. Materialitas. Unit Akuntansi yang mempunyai saldo akun LRA, 

LO, LPE, atau Neraca yang relatif besar, yang tercern -tin dalam 
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data LK DPR periade pelaporan sebelumnya (diutamakan berasal 

dari data LE DPR yang sudah diaudit oleh BPK). 

Kepatuhan Penyarnpaian LK DPR dan Mualitas LK DPR. Unit 

Akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaiari LK 

DPR dan/atau Unit Akuntansi yang LK DPR-nya tidak disusun 

berdasarkan SAl dan tidak disajikan sesuai dengan SAP rneski 

rnemenuhi batas waktu penyampaian LK DPR, 

Signhlikansi. Unit Akuntansi yang menghadapi permasalahan LK 

DPR yang signi1ikan yang antara lain tercerrnin dalam hasit audit 

BPK atas LK DPR dan/ atau hasil Reviu sebelumnya. 

Ketersediaan Sumber Days. Penentuan jumlah Unit Akuntansi 

yang akan Direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya 

Pereviu. 

Pemahaman atas obyek Reviu dimaksudkan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan 

akuntansi pada Unit Akuntansi yang bersangkutan (UARPA, UAPPA-El 

dan UAPA) guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan 

prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi 

yang digunakan untuk menyajikan LK DPR. Pemahaman tersebut. 

antara lain dilakukan dengan memahami: 

Ut DPR Sernesteran/Tahunan untuk periode berjalan atsu 

periode sebelumnya. 

Hasil Reviu dan/atau audit atas LK DPR sebelumnya. 

Bagan organisasi Unit Akuntansi, khususnya unit organisasi 

yang menangarii pengelolaan BMN dan penyelenggaraan 

akuntansi, termasuk pemahamari alas kompetensi pegawai yang 

bertugas rnenanganii penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 

BMN. 

a 



Peraturari dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kegiatan operasional Unit Akuntansi. 

Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntarisi, dan 

Sistern Akuntansi lns1ansi beserta aturan terkait lairinya. 

Pemihhan pI-osedur Reviu dirnaksudkan untuk rnenentukai -i 

ion gkah-langkah Reviu yang tepat, dengan mempertirnbangkan pada: 

Tingkatan Unit Akuntansi yang Direviu, yaitu apakah UAKPA, 

UAPPA-E1 atau UAPA. 

Pertirnbangan dan justifikasi Pereviu berkaitan dengan 

penyelenggaraan akuritansi dan akun yang akari Direviu, yaitu: 

apakah penye1enaraan akuntansi atau akun LRA, LO, LPE, 

Neraca, dan segmen dalam CaLK yang akan Direviu. 

apakah semua akun (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca) 

atau akun tertentu saja (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca) 

yang akart Direviu. Penentuan akun LRA dan! atau Neraca 

yang akan Direviu, dapat didasarkan pada: 

• nilai (besar atau kecilriya) satan akun; 

• potensi keaalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yang 

tercernlin dalarn hasil audit BPK aras LK DPR dan/atau 

hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR; 

apakah semua segrnen CaLK atau segmen tertentu CaLK saja 

yang akan Direviu; 

apakah semua rangkaian aktivitas penyelenggaraan 

akuntansi atau aktivitas penyelenggaraari akuntansi tertentu 

saja yang akan Direviu. Penentuan aktivitas penyelenggaraan 

akuntansi yang akan Direviu, dapat didasarkan pada: 

• pertimbangan konipetensi pegawai yang bertugas 

menangani penyeienggaraan akuntansi dan pelaporan 

BMN; 
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• pernaharnan atas alur ker.ja penyelenggaraan akuntansi 

dan pelaparan BMN; 

• k-elemahan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan, 

yang tercermin dalarn hasil audit BPK atas LK DPR 

dan/atau hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR; 

c. Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam 

pelaksanaan Reviu. 

2. PELAKSA1AAN REVIU 

Rangkaian kegiatari dalarn tahap pelaksanaan Reviu dilakukan 

melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR. Koordinasi tersebut 

diperlukan terkait dengan pembahasan rnengenai komunikasi atas 

rencana pelakaanaan Reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan 

hasil Reviu dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. lahap 

pelaksanaan Reviu mehiputi identitikasi perrnasaiahan pada proses 

penyelenggaraan akuntansi dan peyajian LK DPR serta pemberiart 

saran perbaikan dan barituari kepada Unit Akuntansi agar segera 

dapat rnemperbaiki kesalahan dart kelemahan yang texiadi. Apabila 

diperlukan, pada tahap mi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal 

DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan BPK. Kegiatan yang 

tercakup pada tahap mi meliputi pengumpulan data danfatau 

iriformasi, penelaahan penyelenggaraari akuntansi dan taporan 

keuangan, dan penyusunan kertas kerja Reviu. 

I .Metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi. 

Berkaitan dengan konsep dasar Reviu yang dilaksanakan dengari 

menggunakan pendekatan bcrjenjang yang meliputi tingkat UAMPA, 

UAPPA-E1 sampai dengan UAPA, Pereviu perlu mempertimbangkan 

Iv 
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metode pengumpulan data dan/atau informasi yang elektif untul< 

mendukung pelaksanaan Reviu secara optimal. 

2. Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Reuangari. 

Dalam tahapan irli, Percviu melakukan penclaahan atas 

penyelenggaraan akuritansi dan LX DPR pada Unit Akuntansi yang 

tcah ditctapkan sebeiumnya dalam tahap perencanaan Rcvu. 

Penelaahan dilaksanakan dengari berpedoman pada prosedur Reviu 

pada masing-masing Unit Akuntansi yang disusun dengan 

menggunakari kerangka sebagai berikub 

Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LK DPR; 

Langkah-langkth Reviu per akun LX DPR yang berisi: 

I) Tujuan proscdur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan 

SAP dan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan 

inIormasi dalam LX DPR; 

2) Dokurnen yang diperlukan untuk kepenLingan Reviu akun LX 

DPR; 

31 Langkah-Iangkah Reviu akun LX DPR; dan 

4) Prinsip dasar Reviu, yaltu apabila Pereviu menemukan 

kelemahan dalarn penyelenggaraan akuntansi dan/atau 

kesalahari dalani penyajian LX DPR, maka Pereviu bersama-

sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan 

perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau 

kesalahan tersebut secara berjenjang. 

Pereviu dapat memilih prosedur Reviu yang dibutuhkan 

berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan 

pada tahap Perencanaan Reviu. Selanjutnya Pereviu dapat 

menambah, mengurangi, memperluas atau memperdalam 

langkah-larigkah Reviu, apabila rnenurut pertimbangan dan 

justiflkasi Pereviu hal tersebut harus dilakukan. 
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3.Penyusunan Kertas Kerja Reviu. 

Sebagai bagian dan pertariggung)awaban dan dokumentasi 

pelaksanaan Revu atas LK DPR maka Pereviu harus menyusun 

Kertas Keija Reviu (KKR), urituk rnerijelaskani mengenai: 

Pihak yang melakukan Reviu (Inspektorat Utama Sekretariat 

Jenderal DPR RI); 

Pada tingkatan Unit Akuntansi mana Rcviu dilakukan (UAKPA 

UAPPA-EI atau UAPA); 

Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK DPR 

(LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) yang Direviu; 

Asersi yang dinilai dan Iangkah-Iangkah Reviu yang 

dilaksanakan untuk menilai asersi; dan 

C. Hasil 	pelaksanaan 	langkah-langkah 	Reviu 	dan 

simpulan/catatan Pereviu. 

Urituk Iebih dapat menjamin pengendalian mutu Revrn atas LK 

DPR, rnaka KKR yang disusun oleb AT harus Direviu oleh KT, untuk 

selanjutnya disetujul oleh PT apabila diperlukani. Reviu dan 

persetujuan ataa KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, 

paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut Direviu dan 

disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan Reviu, dengan mengguniakan contoh sesuai Format 2 

Lampiran II. 

Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan Reviu dan 

harus didokumentasikan serta disimpan dengani balk, untuk 

kepentingan penelusuran kembali hasH Reviu dan pelaksanaan 

Reviu atas LK DPR periode berikutnya. 

Untuk setiap Unit Akuntansi yang Direviu, simpulan dalarn 

KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu 

(CHR) dan Ikhtisar HasH Reviu (IHR). 
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3. PELAPORAN REVIU 

Pelaporan Reviu pada pokoknya mengi1ngkapkan tujuan dan 

alasan pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan 

atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, 

Iangkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang 

tidak atau behim dilaksanakan, Rangkaian aktivitas dalam pelaporan 

Reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan Reviu 

yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur Reviu yang dilakukan, 

kes&ahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang 

disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran 

perbaikan yang tidak atau beluns dilaksanakan. 

Hasil pelaporan Reviu merupakan dasar bagi Inspekiorat lJtama 

Setjen dan BK DPR RI untuk membuat Pernyataan Telah Direviu pada 

tingkat (JAPA, yang aritara lain menyatakan bahwa: 

Reviu telah dilakukan atas LK DPR berupa LRA, LO, LPE, 

Neraca, dan CaLM untuk periode yang berakhir pada tanggal 

pelaporan keuangan; 

Reviu dilaksanakan sesuai dengan 	Pedoman Reviu atas 

Laporan Keuangan DPR RI; 

c, semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah 

penyajian manajemeri Setjen dan BK DPR RI; 

d. tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas 

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK 

DPR serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi 

sesuai dengan SAP kepada Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

a. ruang Iingkup Reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan 

Iingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan; 
L 
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1. sirnpulan Reviu yaitu apakah LK DPR telah atau belurn 

disajikan sesuai dengan SAP; dan 

g. paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan 

perbaikari material dalam penyelenggaraan akuntansi danfatau 

koreksi penyajian LK DPR yang belum atau belum selesai 

dilakuksn o[eh Unit Akuntansi. 

Pelaporan Reviu dibuat pada setiap tingkatan Unit Akuntansi 

mulai dari UAKPA sampai dengan UAPA yang disajikan dalam bentuk 

CI-IR dan IHR. Adapun pada tirigkat UAPPA-El dan UAPA dapat 

disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dan 

CHR dan JHR pada seluruh Unit Akuntansi di bawahnya. 

1.Penyusunan Catatan HasH Reviu (CUR). 

Dalam hal Pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan Ll< DPR 

yang belum diselenggarakan berdasarkan SM dan/atau penyajian 

LK DPR belum sesuai dengan SAP, maka Pereviu harus membuat 

Catatan HasH Reviu (CHR) kepada Unit Akuntansi yang terkait. Hal-

hal yang harus diuraikan dalam CUR antara lain adalah: 

Penyelenggaraan akuntansi yang harus dipex -baiki dan/ atau LK 

DPR (LR, LO, LPE, Neraca, CaLM) yang harus dikoreksi. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Unit Akuntansi dalam 

penyusunan LK DPR berdasarkani SAl dan/at-au penyajian Ll< 

DPR sesuai SAP. 

Tindakan perbaikan dan/atau koreks) yang disepakati oleh 

Pereviu dan Unit Akuntansi dan telah atau akan dilakukan oleh 

Unit Akuntartsi. 

Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh 

Pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh Unit 

Aku a tansi. 
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Dalarn hal Unit Akuntansi belum atau belum selesal melaktikan 

perbaikan dari/atau koreksi yang tertuang dolam CHR, balk yang 

disepakati ataupun tidak, sampal dengan nienjelartg batas vaktu 

penyampaian LK DPR kepada Menteri Keuangan nhinggu ke-3 Juli 

atau minggu ke-3 Februari), maka koreksi dan/atau perbaikan yang 

belurn dilaksanakan tersebut dituargkari dalam paragraf penjelasan 

Pernyataan Telah Direviu. Contoh bentuk CUR disajikan dalam 

Format 3 Lampiran II. 

Penyusunan lkhtisar Hasil Reviu (IHR). 

Untuk memudahkan pengguna basil Reviu dalam memahami hash 

Reviu yang berkaitan dengan penyajian LK DPR, Pereviu menyusun 

IHR yang berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan riilai akun 

sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi. Usulan 

koreksi dalam 1HR mencakup seluruh usulan koreksi, balk yang 

ditemukan pada Unit Akuntansi bersangkutan maupun Unit 

Akuntansi di bawahnya. Contoh berituk IUR disajikan dalam 

Format 4 Larnpiran IF. 

Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR). 

Laporan mi dapat disusun pada tingkatari IJAPPA-E1 dan UAPA 

sebagai gabungan dari CUR dan IHR Unit Akuntansi di bawahnya. 

Tujuan penyusunan LI-FR adaiah untuk memberikan gambaran 

menyeluruh terhadap basil Reviu yang dilakukan. LHR dapat 

clisusun dengan contoh seperti pada Format 5 Lampiran II. Contoh 

format Pernyataan Telah Direviu disajikan dalam Format 6 

Lampiran II. 

'p 
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J. PROSEDUR REVIU TINGKAT DARPA 

1. Laporan Realisasi Anggaran. 

Prosedur Reviu LRA tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan 

bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LRA telab 

sesuai dengan SAP serta akuraasi, kehandalan dan keabsahan LRA 

teah terpenuhi. Prosedur Reviu LRA UAKPA disusuri dengan 

menggunakan kerangka sebagai berikuL 

Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LRA; 

Langkah-langkah Reviu per akun LRA, yang berisi: 

11 Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk mernastikan kesesuaian 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP 

serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan 

informasi dalam LRA; 

21 Doku men yang diperlukan untuk kepent.ingan Reviu akun LRA; 

Langkah-langkah Resdu akun LRA; dan 

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam 

mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan 

keuangan (termasuk keterlambatari dalam penyampaian LK 

Unit Akuntansi) , rnaka Pereviu bersama-sama dengan Unit 

Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau 

koreksi atas kelernahan danf atau kesalahan tersebut secara 

berjenjang. 

2. Laporan Operaslonal. 

Prosedur Reviu LO tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan 

bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LO telah 

sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LU 

telah terpenuhi. Prosedur Reviu LID UAKPA disusun dengan 

menggunakan kerangka sebagai berikut: 

17 
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Langkah-Iangkah Reviu urituk seluruh akun LO; 

Langkah-langkah Reviu per akun LO, yang berisi: 

Tujuan prasedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP 

serta tcrpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahari 

informasi dalam LO; 

Dokunieri yang diperlukan untuk kcpentingan Reviu akun LO; 

Larigkah-langkah Reviu akun LO; dan 

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika diternukan kesalahan dalam 

mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses 

pelaporari keuangan (tcrmasuk keterlambatan dalam 

penyampaian LK Unit Akuntansi), rnaka Pcrcviu bcrsama 

sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan 

perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahari dan/atau 

kesalahari tersebut secara bexenjang. 

3. Laporan Perubahan Ekultas. 

Prosedur Reviu LPE UAKPA bertujuari untuk memastikan bahwa 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LPE telah sesuai 

dengan SAP serta akurasi, keharidajan dan keabsahan LPE telah 

terpenuhi. Prosedur Reviu LPE UAKPA disusun dengan 

menggunakan kerangka sebagai berikuh 

a. Langkah4angkah Reviu untuk selui-ub akun LPE; 

b, Langkah-langkah Rcviu per akun LPE, yang berisi: 

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikari kesesuaian 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP 

serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan 

iriforniasi dalam LPE; 

Dokumn yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LPE; 

Langkah-Iangkah Reviu akun LPE; dan 
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41 Prinsp dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam 

mencatat transaksi keuangan dan kelernahan proses pelaporan 

keuangan (terrna suk keterlamba tan dalarn penyampaian LK 

Unit Akurttansi), maka Pereviu bersama-sama dengari Unit 

Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau 

koreksi atas keiemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara 

berjenjang. 

4. Neraca. 

Prosedur Reviu Neraca UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa 

pengakuan, penguktiran, dan pelaporan akun Neraca telah sesuai 

dengan SAP serta akurasi, kehandalari dan keabsahan Neraca telah 

terpenuhi. Prosedur Reviu Neraca UAKPA disusun dengan 

menggunakan kerangka sebagai berikut: 

Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun Neraca; 

Langkah-Iangkah Reviu per akun Neraca, yang berisi: 

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan 

kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun 

dengan SAP serta terpenuhinys akurasi, kehandalan dan 

keabsahan informasi dalam Neraca; 

Dokumert yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun 

Neraca 

Langkah-langkah Reviu akun Neraca; dan 

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan datam 

mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses 

pelaporari keuangan (terrrtasuk keterlambatan dalam 

penyarnpaian LK Unit Akuntansi), maka Pereviu bersama-

sama dengan Unit Akurttansi harus segera melakukan 

perbaikan dan/atau koreksi atas keletriahan danfatau 

kesalahsn tersebut secara berjenjang. 
19 



S. CaLK dan Lampiran LX UAKPA. 

Prosedur 1eviu CaLK dan Lampiran LX UAKPA bertujuan untuk 

memastikan bahva aspek formal LX UAXPA dan kecukupan 

pengungkapan informasi dalam CaLI< UAXPA telah terpenuhi. 

Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LX UAKPA disusun dengan 

menggunakan kerangka sebagal berikut 

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya 

aspek formal LX UAICPA dan kecukupan pengungtapan 

informasi dalam CaLK UA}(PA; 

Doku men yang diperlukan untuk kepent.ingan Reviu CaLL< dan 

Lampiran LX UAKPA; 

C. Langkah-langkah Reviu segrnen CaLM dart Lampiran LX UAKPA; 

dan 

d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau 

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka 

Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera 

melakukan perbaikan dan/atau korekal atas kelemahan 

dan/atau kesalahan tersebut secara beenjang, 

K PROSEDUR REVIU TINOKAT UAPPA-E1 

1. Laporan Reallsasl Anggaran, LO, LPE, dan Neraca. 

Berdasarkan proses pelaporan keuartgan tingkat UAPPA-El yang 

diuraikan pada Bab I angka 2 butir 3), prosedur Reviu LRA, LO, 

LPE, dan Neraca tingkat UAPPA-El dititikberatkan pada penelaahan 

atas proses kompilasi LRA, LO, dan LPE serta proses rekonslUasi 

Laporan Keuangan Tingkat UAPPAE1 dertgart Direktorat Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) 

20 

L 



Prosedur Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El disusun 

dengan mengguriakan kerarigka sebagai berikut: 

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya 

akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO, LPE, dan Neraca 

UAPPA-El; 

Dokumen yang diperlukari untuk kepanUngan Reviu LRA, LO, 

LPE, dan Neraca UAPPA-El; 

Langkah-langkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El; 

dan 

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau 

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka 

Pereviu bersama.sama dengan Unit Akuntansi harus segera 

melakukan perbaikari dan/atau korekal atas kelemahan 

dan/atau kesalahan tersebut secara beijenjang. 

2. CaLK dan Lampiran LK UAPPA.E1. 

Prosedur Reviu CaLK dan Laropii -ari LK UAPPA-EI bertujuan untuk 

merriastikan bahwa aspek formal LK UAPPA-E1 dan kecukupan 

pcngungkapan infor-masi dalam CaLK UAPPA-E1 tclah terpenuhi. 

Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-El disusun dengari 

menggunakan kerangka sebagai berikut: 

Tujuan prosedur Rcviu, yaltu untuk memastikan terpenuhinya 

aspek formal LK UAPPA-EL dan kecukupan pengungkapan 

iriforrriasj dalam CaLK UAPPA-E 1 

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan 

Lampiran LK UAPPA-El; 

Lartgkah-Iangkah Rcviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPPA-

El; dan 
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d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atsu 

ketidaklengkapan pengungkapan infarmasi keuangan, rnaka 

Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera 

melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan 

dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. 

L. PROSEDTJR REVHJ TLNGKAT UAPA 

1. Laporan RealisasiAnggaran, LO, LPE, dan Neraca. 

Berdasarkari proses pelaporan keuangan tingkat UAFA yang 

diuraikan pada Bab I angka 2 butir 4), prosedur Reviu LRA, LO, 

LPE, dan Neraca tingkat UAPA dititikberatkan pada penelaahan atas 

proses kompilasi LRA LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El yang berada 

dibawahnya serta proses rekonsiliasi Laparan Keuangan UAPA 

dengan Dit. APK. 

Prosedur Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA disusun dengan 

meaggunakan kerangka sebagai berikut: 

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk rnemastikan terpenuhinya 

akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO, LPE, dan Neraca 

UAPA; 

Dokurnen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu LRA, LO, 

LPE, dan Neraca UAPA; 

L.angkah-Iangkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA; dan 

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika diternukan kesalahan atau 

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka 

Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera 

melakukan perbaikan dan/atan koreksi atas kelemahari 

dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. 

'(1 
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2. CaLK dan Lampiran LK UAPA. 

Prosedur Reviu CaLI< dan Lampiran LK UAPA bertujuan urituk 

mcmastikan bahwa aspek formal LK UAPA dan kecukupan 

pcngungkapan intbrmasi dalam CaLI< UAPA telah tcrpenuhi. 

Prosedur Reviu CaLK dan Lampirari LK UAPA disusun dengan 

mcngguriakar. kerangks sebagai berikui 

a, Tujuan prosodur Reviu, yaitu urttuk mcmastikan tcrpcnuhinya 

aspek Uormal LK UAPA dan kecukupan pengungkapart inforrnasi 

dalarn CaLK UAPA; 

Dokurnen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan 

Lampiran LK LJAPA; 

Langkah-langkah Reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPA; 

dan 

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau 

ketidakiengkapan pengungkapan inlbrmasi keuangan, maka 

Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera 

melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan 

dartfatau kesaiahan tersebut secara berjenjang. 

Pit. SEKRETARIS JENDERAL, 

Athmad Di  

4rip. 19570 111984031002 ' 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 

REVIU AlAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

FORMAT 1: 

CONTOH FORMULIR SURAT TUGAS 

[KOP Sekretarjat Jenderal DPR R1J 

SURAT TUGAS 
[Nomor Surat Tugas] 

Menimbang: 	a. 
b. 

Dasar 	: 	1. 
2. 

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan mi memberi tugas: 
Keoada 
N 	Nama 

0. 

 NIP Peran 

AT/NT/PT/PM (piih salah satu) 

I I AT/NT/PT/PM (pilih sala.h satu) 

I I AT/NT/PT/PM (pilih salah satu) 

Untuk Melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI untuk 
periode yang berakhir pada tanggal (Tanggal Pelaporanj. 
Reviu dilaksanakan selama ... ( ...................... . han, mulai tanggal (tanggal 
mulai) sarnpai dengan tanggal (tanggal selessi). 
Demikian surat tugas mi dibuat untuk dilaksanakan derigan sebaik-
baiknya. 

[Nama Rota], [Tanggal-Bulan-
Tahun] 
Inspektur titama, 

[Nama Texang] 
(NIP] 	 -Al 



FORMAT 2: 

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR) 

Sekretariat Jendcral DPR RI 	 No. Ideks KKR 

utamaj D1susu 	 [2] 

oleh/Tanggal 

Dreviu 	 131 
oleh/Tanggal 

tsetuJui 	 (41 

oleh/Tanggal 

UAPA 151 
UAPPA-E1 	

- ........ 
. 

. 	.........._________ 

UAKPA [7] 

Koniponen 	- 	LRA - 	tO - 	LPE 

LK[S] 

r JNeraca 1 CaLK  

Akun/Segnie 

enyeIengga 191 
raan 
Akuntansi 
Langkah-Langkah Reviu 

r - 	 - 1101 
Hasil Pelaksa naan Langkah-Langkah Revlu (Daftar KKR No. Indeks KKR 

Pendukung) 

[12] 

Simpulan 

[13] 

Komentar 

(14] 

jy 



Petunjuk Pengisian: 
1] Diisi dengan Nornor Indeks KKR. 
2; Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan 
31 Diiai dengan nama Pereviu K1<R dan tanggaL pclaksanaan Reviu. 
[4] Diisi dengan nama pengendali teknis tim Reviu [yang berwenang 
menyetujui). 
5 1 Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). 

Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 
Eselon I (UAPPA-E1). 

Diisi dengan nama Unit Akuntansi !<uasa Pengguria Anggaran (UAKPAJ 
yang Direviu. 

Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu. 
Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu. 
Diisi dengan akun yang menjadi ruang Ungkup KXR. 
Diisi dengan langkah-langkah Reviu yang dipilih. 

1121 Diisi denganjudul KKR Peridukung untuk tiap langkah Reviu 
Diisi dengan Nomor Indeks KKR Penduking. 
Diisi dengan Kesimpulan atas pelaksanaan langkah-Iangkah Reviu 
Diisi dengan Komentar-komentar dari Pcreviu ERR atau pembeni 
persetujuan ERR. 



FORMAT 3 

CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR) 

Sekretariat Jenderi1 DPR RI 

[Inspektorat Utama] 

Sekretarjat Jendcrai DPR RI Disusun [1) 

[tnspektorat Utama] oleh/Tanggal 

Direvlu (2] 

oleh/Tanggal 

Dtsetujui [3] 

oleh/Tanggal 

UAPA  

UAPPA-E1  

UAICPA  

Uraari Catatan IiasflReviu 	- 

Penyelenggaraan Akuntanal: 

  

Penyajian LF- 

A. LRA 

19 1 

 

1 [101 

E.Tö 

(11] [121 

C. LPE 

Neraca 

' 

CaLK 

(17] 	
.

[181 

4 



Koreksl/Perbaikan yang Belurn Dilakukan/Tidak Disetujui 

[191 

[11] 	 [121 

SimpuLan 

- 	 [13] 

Tanggapan 

[14] 

CATATAN HASIL REVIU 

I.APORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSI] 

UNTUK PERIODE YANG BERAKEIR PADA TANGGAL [TANGGAL 

LAPORAN] 

11 



FORMAT 4: 

CONTOH FORMULIR IKHTISAR HASIL REVIU (IHR] 

Sekretariat Jenderal DPR RI 	 Disusun 	I1] 
i 

Direvlu 	 [2] 

oleh/Tanggai 

DisetujuL 	 [3] 

oleh/Tanggal 

tJAPA [4] 

VAPPA-El [SI 

UAKPA [6] 

Ikhtiar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

No Nama Akun Sebelu 

m Revin 

Usulan 

Koreksl 

Status 

Koreksi 

Sotelali 

tjsujan 

Horeksl Sudah Belu 

In 

jkht1ar Hash Reviu Laporan Operasional (LO) 

No Naina Akun Sebelu 

m Reviu 

Usulan 

Koreksi 

Status 

Koreksh 

Setelah 

Usulan 

Korekal Sndah Belu 

m 

1' 



Ikhtsar Hasil Reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

i No 	Nama Akun 	Sebelu 	Usulan 	Status 	Setelah 

m Reviu Koreksl 	Koteks! 	Usulan 

Sudah I Belu 	Koreksi 

m 

Ikhtisar Hasil Reviu Neraca 

No 	Narna Akun 	Sebelu Usulaai 	Status 	Setelah 

m Reviu Koreksl 	Koreksi 	Usulan 

Sudah Belu 	Korekal 

m 



FORMAT 5 

CONTOH LAPORAN HASIL REVIIJ (LHR) 

Sekretaiiat Jenderal DPR RI 

(Inspektorat Utama) 

LAPORAN HASIL REVtU 

LAPORAN KEUANGAN [UNIT UNTA?'S1] 

UNTUK PERIODE YANG BEPAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL 

LAPORAN] 

Daf tar Isi 

Ringkasan Eksekutif 

Dasar Hukuzu 

TuJuan dan Ruang Llngkup Reviu 

Metodologi Reviu 

S. Gambaran Unium Obyek Reviu 

HasU Revlu atas Lap oran Realisasi Anggaran 

Basil Reviu atas Laporan Operaslonal 

Basil Revlu atas Laporan Perubahan Ekultas 

Basil Revlu atas Neraca 

10, HasH Revlu atas CaLK dan Lanipiran LK 

Hal-hal lain yang penn diungkapkan 

Apresiasl 

Daftar Lampiran: 

L Catatan Hasil Reviu (CBR) 

II. Ikhtlsar Basil Revlu (IHR) 

111 
8 



FORMAT 6 

CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVU TANPA PARAGRAF 

PENJELAS 

PERNYATAAN TELAH DIREVRJ 

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN] 

Karni telah meReviu Laporan Keuangan Dewan Pei -wakilan Rakyat 

Repubiik Indonesia untuk tahun anggaran tTahun Anggaran) berupa 

Neraca per tanggal [TangaI Neraca), Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai 

dengan Standar Reviu atas Laporan Keuarigan Kementerian 

Negara/Lembaga. Semua informasi yang dirnuat dalam laporan keuangan 

adalah penyajian manajemen Dewan Pei-wakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai 

akurasi, keandalan, dan keabsahari informasi, serta kesesuaiari 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu 

mempunyai Iingkup yang jauh Iebih sempit dibandingkan dengan lingkup 

audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tljuan 

untuk menyatakan pendapat aLas laporan keuangan secara keselur -uhan. 

OIeh karena itu, karni tidak memberi pendapat semacam itu. 

/1 

1L 	
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Berdasarkan Reviu kanii, tidak terdapat perbedaan yang 

menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangari yang kami sebutkan di 

atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undarig Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nonior 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pei-nerintahari dan peraturan lain yang 

terkait 

[Nama Kota] (Tanggal.Bulan-

Tahun] 

Inspektur Utama, 

[Nama Te&-ang] 

[NIP] 
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CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVIIJ DEN GAN PARAGRAF 

PENJELAS 

PERNYATAAr TELAIi DIRE VIU 

DEWAN PERWAKILA1 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN] 

Karni telah meReviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia untuk tahun anggarari [Tahun Anggaranl ber -upa 

Neraca per tanggal ITanggal Neraca}, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Lporan 

Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai 

dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga. Semus informasi yang dirnuat dalam laporan keuangan 

adalah penyajian inanajemen Dewari Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Rcviu bertujuan untuk memberikan keyakinari terbatas mengenai 

akurasi, keandalan, dan keabsahan inforrnasi, serta kesesualan 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu 

mempuriyai Iingkup yang jauh Iebih sempit dibandingkan dengan lingkup 

audit yang ditakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuari 

untuk menyatakan pendapat a.as laporan keuangan secara keseluruhan. 

OIeh karena itu, kami tidak mernberi pendapat semacam itu. 

Mami rnemberikan catatan atas terdapatnya: (1) lKelemahan 

terhadap penyajian salah satu akun]; (2) [Kelemahan terhadap penyajian 

salah satu akun(. Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun 

materialitasnya rendah, tetap harus ditindaktanjuti o(eh pihak 

manajemen, 

11 



Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang 

menjadikan kami yakirt bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di 

atas tidak disajikan sesuai dengan (Jndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan, dan peraturan Lain yang 

terkait 

[Nama 	Kota], 	[Tariggal-Bulan- 

Tahun] 

Inspcktur Utama, 

[Nania Terang] 

[NIPI 

Pit. SEKRETARIS JENDERAL, 

Achrnacl D4ned, S.H., M.Hum. 

'NIP. 195709111984031002 
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IV 	SEKRETARAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 

DEVVAN PLPVVI'KILAN PA YAT REPUBLIR INDONESIA 

SUPAT TUGAS 

109PSi P PT PR TA 10P1O2O 13 

:',hn 	 .i'j 	2T2 	4 	4T;UO U€Iu 	jk 
me;4S4i P,- L' 	F41.p 	:.:.4ti 	TN 	5kr 	Jederaj Oar' 

Irr Car' p'r PPWr.4i 	P 	iIr I"4c'r'r' 
rr'a pr'up 	 dma0:rr 	p.r:ir' 6r:t. 	dijir'or-r', 	- 1 

1 _r'dmrg U.dr'r3 	r'ri:r' i 7 Tr'hurr 20.0.! 	r'r': Kr' 	r'rTTr 
2 jrdar'g Urdr'rg 	r'r'r 1 Teun 201T4 Nrr!r'ri 	2r'rbejr'!'araar, 	r'3r 
3 rr'ojror D4er:Nw 	;rpp 	00 Tr'hr'r, 2ijTS 	rrr.IPrp S 	pr; 	Pr'•'r' 	Irr'r' 	r'rp 	'ermr 

!SIPL 
4 Pere!uran Ner'ter! 	Cir"3Th PJKO' 	t;omc' 	5;0'N 1102 11'S 	erIa'.o 	rmda 

ReiIu Air's Laperai. Kean0er Kr' 	irjr'n Nr'jarr' ! 

5 Ferrilumn Sekre.rpris Jer10eraI CPR A' Nprrr'r 6 Tr'rruir 205 ir'tarrg 3'oanlsasi dan lala Kera 

SereIar'ai Jencloral darn BaOar Ke000nn 	PR RI snbrnaajnara ie!ah be.br'rSpe kal 5uah 

r'raknr' derr'n ?eraiur3rr Se10elaris Jende -al iInr7 Tr'hjn 2018: 

$ ReraIurar Sekreians Jerrdr'rI Dc - yarn Peaak:an Pakyat Rr'uOk indoseKa Nor-or 	0 Tztun 
2015 Iernr'nq Slander Pernawasor 	rapekIoral UICra Sr'kra'r'rai Jerde-el Dewan pn,.akIan 

Raki Pepublk IndpnesN 

Derr;an inn rrLmOn uq5s 

Kepada 	No Nama 	 Jabatan 	 Hart Penugarnan 

I Or Dew Bariara S 	M.Psr GIA 
r' 	 id 	1, j j 	 5 	an 

NIP 1 6 u° 	Ir'n003 	 a 

0 	s 'arIa S -4 	M Kq. 
-Teki.ls or' 

NIP 10600933 26001 1 017 

3 Dych Cure Arreidyaar'ri. S A 3. M E. 
Kua flm 

NIP 197911262002i223 	L 
4 

- -- 
Dewy Rumedcn 5.5 3 '°' Tp 
NIP 	19869531 2009 12 1 003  

5 ieru Nugroho SA 3, MAP 

NIP 19311205 200-0931001 	
- 

 
a Tm 

6. Firiyr'nLes!ar 	SE 	 ' T_ 
NIP 	0920437_2010632 202  

Mikee Abubara' S S  
N P 	I9041 cr' N 1 303 1 r - 	 - 	- - - 

M AIOZalAr10riAMj 

NIP 	I9980-95 3010931 301 	
"1 
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CAT4TA 	 'SL '/IU 

JWIT AKJMTNSI 

JTJ PErJP.T ENDERAL DAN 3ACJN NEALNN DEWAN FERWAITILAN PANA1 DEPABLI' INDONES!4 

-. 

-- 	 Del 	 Jen Ale llenfn,, DWfl 	nkln RAl 	 JDleJT_n_Tl _ 

A' 	NolAn 	 ''TiuOl'hT 

p!nu,rne LjpflJ!1 	 Lang' etPndn'Pafl pdd FMIT An VPAIK,0S12S1& Defiant' pedenin pi:rtyUSundn din IleTNinhPILOL 

Laporhn lh.nl'prT Kcflc.IITIa:TLembngi 

jPnnyisunanhnpo?anhL'.aTTgin SetJcT Tim SI) APR RI 1lksanakafl dI'ngnn rnenggan,lhhan Iphlkasi C. Rakon LIT UrIS Pellode 

S,pleTnbe, TOlD pnrg erA dali LLIpTTILT Rt'LtILLlRh fbTqparan JLRA Lapa ,an DpnlThLOhTLtl (LO) LaporTill Fnnfieltan CiliN fLFD. 

den Nurilna Liparan I)eutng.h,T li'rUrbhd mc.fl,pkLln IhahI ho ,bSflLhhlLI1I dUn taporan tTeuingJn Nether Detfin clan S,tIHr SnIjen. 
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